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ABSTRAK 
 
Nama : Irmawati 
Nim :  10800113166 
Judul :  Optimalisasi Shariah Enterprise Theory dalam Mencegah Praktik 
Riba pada Akad Murabahah ( Studi Kasus Pada Bank Muamalat 
Indonesia) 
 
Tujuan penelitian ini yaitu, (1) mengetahui penentuan margin akad 
murabahah dari perspektif Asset/Liability Management Committee (ALCO), (2) 
mengetahui pendekatan Shari’ah Enterprise Theory (SET) dalam mewujudkan sistem 
margin akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi yang mengambil lokasi 
penelitian pada Bank Muamalat Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode wawancara dengan informan dan beberapa data sekunder 
pendukung lainnya yang diperoleh dari situs resmi entitas. Adapun teknik 
pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu melalui 
pereduksian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem margin akad 
Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dinilai belum menerapkan konsep dan 
prinsip syariah sepenuhnya. Hal ini dikarenakan Tim ALCO masih berpatokan pada 
BI (Bank Indonesia) rate sehingga dalam penetapan margin masih sesuai dengan 
tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Indonesia. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa Bank Muamalat masih mengandung unsur riba karena menjadikan 
suku bunga BI sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan margin yang berlaku di 
bank syariah. Sehingga SET dinilai mampu mewujudkan sistem margin akad 
murabahah karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, 
dan pertanggungjawaban dan diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan 
sistem margin akad murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.  
Implikasi penelitian dilakukan dengan menganalisis penerapan nilai-nilai 
syariah dalam sistem margin akad murābaḥah, sehingga diharapkan agar data-data 
yang terkait dengan sistem margin akad murābaḥah dapat dikaji lebih luas lagi untuk 
menjelaskan hal-hal yang tidak dipahami. 
  
Kata Kunci : Akad Murābaḥah, Riba, Shari’ah Enterprise Theory, Penentuan 
Harga Jual, Margin.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan suatu kebutuhan 
yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Perkembangan pesat yang terjadi 
pada lembaga keuangan perbankan membawa perubahan terhadap beberapa aspek 
yang berhubungan dengan lembaga keuangan tersebut. Bank merupakan lembaga 
keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan 
perdagangan di suatu Negara (Rimadhani, 2011). Dalam dunia perbankan terdapat 
perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah sendiri adalah 
segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya.  
Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah didasarkan pada hukum Islam 
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan 
usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah” Yanis dan Priyadi, 
(2015).  
 
Bank Syariah telah berkembang di Indonesia sejak tahun 90-an. Bank syariah 
pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1992. Setelah 
terbukti mampu bertahan pada krisis 1998-1998, barulah pemerintah mengeluarkan 
UU No.10 Tahun 1998 yang memperbolehkan bank melakukan transaksi syariah 
(dual banking system). Sejak itulah banyak bermunculan bank-bank yang 
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menggunakan sistem syariah di Indonesia. Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat.  
Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah Bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut 
jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah. 
 
Pengembangan perbankan yang didasarkan pada konsep dan prinsip ekonomi 
Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional dan dalam 
beberapa tahun terakhir sedang mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan 
adanya restrukturisasi institusi keuangan atau perbankan dengan menggunakan 
konsep Islam di beberapa negara seperti Mesir, Malaysia, Iran, Pakistan termasuk di 
beberapa Negara Eropa seperti Denmark, Luxemburg, Switzerland dan Inggris. 
Perkembangan perbankan syariah di beberapa Negara, membawa perubahan terhadap 
perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menjalankan 
“sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil (profitlost sharing) 
dan berbagi risiko (risk sharing) dengan nasabahnya” Yusuf, (2013). Hal tersebut 
dimaksudkan bahwa setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan 
sehingga akan meminimalkan kegiatan spekulatif dan tidak produktif. 
Jumlah perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat seiring 
hadirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 6 Desember 2003 mengenai 
status hukum bunga bank menjadi haram. Selain itu, pada tahun 2008 pemerintah 
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mengeluarkan Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah yang memberikan 
landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. 
Perbankan syariah dalam perekonomian suatu negara, memiliki tujuan dan 
fungsi yakni untuk mencapai kemakmuran ekonomi, tingkat kerja penuh dan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi 
pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi 
tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. 
Salah satu aspek yang mengalami perubahan yaitu undang-undang tentang 
perbankan.  
Rimadhani (2011) mengemukakan bahwa: Sejak diberlakukannya Undang-
undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 
1992, lembaga keuangan perbankan di Indonesia mulai menerapkan dua sistem 
perbankan yaitu sistem perbankan konvensional berdasarkan bunga (Bank 
Konvensioal) dan sistem perbankan berdasarkan bagi hasil/profit and loss 
sharing (Bank Syariah).  
 
Prabowo (2009) menjelaskan bahwa Pertumbuhan bank syariah di Indonesia 
“beriringan dengan pemahaman masyarakat bahwa bunga (interest) dan modal yang 
hasilnya ditentukan di muka yakni riba yang dilarang oleh syariah.” Sejalan dengan 
penjelasan tersebut, alasan mendasar lahirnya ide ekonomi syariah, yang diwujudkan 
dengan pendirian bank syariah menurut Marwini (2012) adalah “menghindari praktik 
ribawi dalam aktifitas ekonomi, dan upaya tersebut telah dilakukan pada pertengahan 
tahun 1970-an”.  
Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sejarah perkembangan 
perbankan syariah di tanah air tidak dapat diabaikan begitu saja. Pendirian bank 
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syariah pertama, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, yang 
lahir dari suatu rangkaian proses yang panjang merupakan prakarsa MUI. Nizar 
(2007) mengatakan bahwa “Ditetapkannya fatwa bahwa bunga bank haram oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan akan membawa implikasi yang positif 
bagi perbankan syariah”. Sementara itu, Yusuf (2013) menyimpulkan bahwa “Akad 
murabahah sudah mempunyai dasar syariah untuk dipraktikkan dalam keehidupan 
sehari-hari”. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pembiayaan yang paling 
dominan dalam perbankan syariah adalah murabahah. 
Yusuf (2013) menyampaikan bahwa murabahah “merupakan salah satu produk 
penyaluran dana yang cukup diminati oleh kalangan masyarakat”. Hal tersebut dinilai 
dari data yang dikeluarkan Bank Indonesia. Perkembangan pembiayaan murabahah 
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terbukti dari data statisktik perbankan 
Indonesia yang dapat dilihat pada kenaikan persentase mulai dari tahun 2005 sampai 
2011 pada tahun 2005 yaitu 0,312% kemudian tahun 2006 mengalami peningkatan 
0,458% pada tahun 2007 dan 2008 tidak mengalami kenaikan tetap pada 0,562% 
pada tahun 2009 naik 0,770% pada tahun 2011 0,895% dan terakhir 2011 
peningkatan 1% dari tahun 2005 sampai 2011 mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan (B, Statistik Perbankan Syariah, Januari 2012). Pembiayaan murabahah 
masih dianggap sama dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional. Menurut 
Rahmawaty dan Rokhman (2015) proses penentuan harga jual murabahah “adalah 
tetap menggunakan metode pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund yang 
merupakan pikiran utama dalam lembaga keuangan konvensional”. 
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Murabahah awalnya konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya 
dengan pembiayaan pada suatu perbankan. Namun demikian, bentuk jual beli ini 
kemudian digunakan oleh perbankan syari’ah dengan menambah beberapa konsep 
lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, Siswadi (2015) berpendapat 
bahwa “validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-
benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara Syari’ah”. Namun, 
muncul perbedaan pendapat oleh para ulama tentang aplikasi konsep murabahah pada 
perbankan syari’ah yang dapat mengganggu eksistensi produk tersebut, yang dimana 
ada pendapat yang mengatakan bahwa murabahah tersebut bukanlah jual beli 
melainkan Hillah dengan tujuan untuk mengambil riba. 
Konsep murabahah pada perbankan syariah juga sempat menerima kritikan dari 
kalangan ulama.  
Rahmawaty (2007) mengungkapkan mengenai munculnya kritikan yang 
didasarkan pada penerapan murabahah bahwa : Dalam perbankan syariah sama 
sekali tidak meniadakan bunga dan membagi resiko kepada nasabah, tetap 
mempraktikkan pembebanan bunga menggunakan label produk Islami.  
 
Pemahaman sebagian masyarakat terkait akad murabahah tersebut masih 
kurang walaupun sudah dijelaskan oleh pihak bank. Ada beberapa alasan akad 
murabahah sangat popular dalam operasi perbankan syariah.  
Menurut Syamsuddin (Fadhila, 2015) pertama dilihat dari sisi bank syariah 
bahwa investasi jangka pendek cukup memudahkan, benefit yang berasal dari 
mark up bisa ditentukan dan dipastikan, serta menjauhi ketidakpastian dan 
minimalisasi risiko yang ada pada sistem bagi hasil; kedua dilihat dari sisi 
nasabah, murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk 
mencampuri manajemen bisnis. 
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Marwini (2012) mengungkapkan bahwa “terdapat ketidaksesuaian antara 
penerapan murabahah di bank syariah dengan ketentuan syariah yang ada”. Ungkapan 
tersebut senada dengan ungkapan Ramadhani (2014), sehingga hal demikian 
disebabkan oleh adanya margin murabahah pada lembaga keuangan syariah yang 
merujuk pada suku bunga konvensional. Proses penentuan harga jual murabahah 
masih terdapat unsur ribawi di dalamnya, yakni masih merujuk (benchmarking) pada 
suku bunga pada perbankan konvensional, meskipun dilakukan secara tidak langsung. 
Selain dari paparan di atas dinyatakan pula oleh Fauzan (2011) bahwa penelitian yang 
dilakukannya mendapatkan metode “penentuan harga yang tidak jauh berbeda dengan 
apa yang dilakukan oleh bank konvensional, yaitu flat”. Putra (2013) mengatakan 
bahwa “margin dalam murabahah pada perbankan syariah dan bunga dalam pinjaman 
kredit pada perbankan konvensional, tidaklah berbeda terlalu jauh”. Inilah salah satu 
alasan mengapa sebagian masyarakat menyamakan praktek pembiayaan pada 
perbankan syariah dan praktek pemberian kredit pada perbankan konvensional. 
Walaupun akad murabahah memiliki risiko yang rentan dalam pelaksanaannya pihak 
bank tidak boleh menjadikan permasalahan tersebut sebagai alasan untuk 
menghalalkan praktik yang menjurus pada unsur ribawi. 
Penentuan harga jual dan tingkat margin yang jelas pada akad murabahah 
merupakan hal penting karena untuk menghindari adanya unsur ribawi yang 
menyebabkan ketidakadilan pada satu pihak. Padahal, ketidakadilan kegiatan 
ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam Islam. Dalam pandangan 
Islam, margin harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan 
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bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Menurut Saputro 
(2010) bahwa ”pendekatan Shari’ah Enterprise Theory (SET) dapat menanggapi 
kritikan terhadap sistem margin akad murabahah, karena di dalamnya mengadopsi 
karakteristik Islam yang menjadi tolak ukur dari perbankan syariah”. Dari hal 
tersebut, diyakini dapat memberikan pencerahan agar unsur ribawi dapat dihilangkan 
dan nilai-nilai keadilan dapat diterapkan sesuai dengan yang semestinya. Agar konsep 
teoritis ini benar-benar sesuai dengan syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai 
tauhid. Karena dengan konsep dan nilai tauhid, kita dapat memperoleh legitimasi 
untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep keadilan ilahi, dan 
konsep pertanggungjawaban. 
Pengambilan keputusan mengenai cara penentuan sistem margin akad 
murabahah oleh pihak bank haruslah sesuai dengan prinsip syariah, yang terhindar 
dari hal-hal syubhat yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, dalam pandangan 
SET distribusi kekayaan (wealth) atau nilai tambah (value added) tidak hanya berlaku 
pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang memberikan 
kontribusi kepada, operasi perusahaan; seperti pemegang saham, kreditor, karyawan, 
dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang 
dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan 
skill. Artinya, cakupan akuntansi dalam SET tidak terbatas pada peristiwa atau 
kejadian yang bersifat reciprocal antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam 
proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung.  
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Triyuwono (2006) mengemukakan bahwa:Pemahaman ini tentu membawa 
perubahan penting dalam terminologi enterprise theory yang meletakkan 
premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (wealth) berdasarkan kontribusi 
para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi atau keterampilan 
(skill). 
 
Aspek transparan juga tak boleh dilupakan oleh pihak bank terhadap nasabah 
yang masih minim pengetahuannya tentang seluk-beluk akad murabahah ini. Tidak 
dipungkiri bahwa bank syariah juga merupakan suatu lembaga yang profit oriented, 
sama-sama mencari keuntungan dan harus bersaing dengan bank lainnya. Bank 
syariah tidak boleh melupakan tujuan falah orientednya, yakni “tidak semata-mata 
mencari profit tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di 
akhirat” Ridlo, (2012).  
Margin keuntungan menurut Ernawati (2012) adalah “presentase tertentu yang 
ditetapkan per tahun.” Jika perhitungan margin keuntungan secara harian, maka 
junlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 360 hari”. Jika perhitungan margin 
keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Lebih lanjut, Putra 
(2013) menjelaskan bahwa “margin bank syariah berdasarkan rekomendasi, usulan 
dan saran dari rapat Tim ALCO (Asset/Liability Management Committee) bank 
syariah”. Tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana 
bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan keuntungan, dan 
meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Setelah bank syariah mendapatkan 
referensi margin keuntungan dari rapat Tim ALCO ini, maka bank melakukan 
penetapan harga jual. 
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Bank Muamalat Indonesia menentukan margin pembiayaan murabahahnya 
berdasarkan keputusan dari rapat tim ALCO. Keputusan rapat tim ALCO ini 
mengacu dari hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai suku bunga 
yang kemudian didiskusikan kembali oleh Tim ALCO untuk menghasilkan margin 
minimal yang berlaku di seluruh Bank Muamalat Indonesia. Tim ALCO merumuskan 
margin murabahah tersebut dengan mempertimbangkan beberapa komponen yakni 
Cost of Fund (total biaya dana), biaya overhead, cadangan resiko kredit macet, serta 
laba yang diinginkan. 
Komponen-komponen yang telah diuraikan sebelumnya sama dengan 
komponen yang digunakan dalam menentukan tingkat suku bunga kredit pada bank 
konvensional. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Bank 
Muamalat menetapkan margin murabahah sama dengan suku bunga kredit yang 
berlaku di bank konvensional. Margin yang ditetapkan oleh ALCO ini tidak boleh 
dibawah BI rate yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. 
Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah 
suatu badan usaha yang menghimpun dana dari msyarakat dan menyalurkan kembali 
kepada masyarakat melalui pembiayaan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah 
Islam untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia. Berdasarkan penjelasan di 
atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“Optimalisasi Shariah Enterprise Theory dalam Mencegah Praktik Riba pada 
Akad Murabahah ( Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)”. 
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B. Fokus Penelitian 
 
 
Penelitian ini berfokus pada Shari’ah Enterprise Theory (SET) dalam 
mengoptimalkan akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) agar 
terhindar pada praktik riba yang dinilai dari segi penetapan margin berdasarkan 
perspektif ALCO (Asset/Liability Management Committee). Batasan data yang 
diperoleh hanya mencakup dengan bahasan penelitian ini yakni terkait dengan akad 
murabahah yang ada di Bank Muamalat Indonesia.   
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sistem margin akad 
murabahah memang masih menuai kritikan dari beberapa pihak dikarenakan 
penentuan marginnya yang tidak jauh berbeda dengan sistem bunga pada perbankan 
konvensional. Menurut pendapat Sjahdeini (Rahmawaty, 2007) menjelaskan 
mengenai kritikan yang didasarkan pada penerapan murabahah bahwa “perbankan 
syariah tidak meniadakan bunga dan membagi resiko kepada nasabah, tetapi tetap 
mempraktekkan pembebanan bunga dengan menggunakan label produk Islami”.  
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Margin dalam murabahah pada perbankan syariah dan bunga dalam pinjaman 
kredit pada perbankan konvensional, tidaklah berbeda terlalu jauh.“ Inilah salah satu 
alasan mengapa sebagian masyarakat menyamakan praktek pembiayaan pada 
perbankan syariah dan praktek pemberian kredit pada perbankan konvensional” 
(Putra, 2013). 
Munculnya SET yang disebutkan oleh Iwan Triyuwono (2003), yang  
menjelaskan bahwa SET mengadopsi karakteristik Islam yang menjadi tolak ukur 
dari perbankan syariah itu sendiri. Dari uraian tersebut Saputro (2010) berpendapat 
bahwa “SET dapat dikaitkan dengan sistem margin akad murabahah”. Hal ini karena 
SET lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai 
syariah. Sehingga dari kritikan terhadap penentuan sistem margin akad murabahah 
pada perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan SET, maka dapat ditarik 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penentuan margin akad murabahah dari perspektif ALCO 
(Asset/Liability Management Committee) pada Bank Muamalat Indonesia? 
2. Bagaimana pendekatan Shari’ah Enterprise Theory dalam mewujudkan 
sistem margin akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah pada 
Bank Muamalat Indonesia?  
 
D. Kajian Pustaka 
 
Dasar dan acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil 
berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai data 
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pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian 
tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang 
dibahas dalam penelitian ini. Tabel berikut ini akan menunjukkan ringkasan 
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini: 
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Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
 
PENELITIAN 
DAN TAHUN 
JUDUL 
PENELITIAN 
JENIS 
PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 
1 2 3 4 
Rahmawaty, 
2007 
Ekonomi Sya-
ri’ah: Tinjauan 
Kritis Produk 
Murabahah da-
lam Perbankan 
Syari’ah di In-
donesia 
Kualitatif Tawaran konsep pricing dalam 
kontrak murabahah diharapkan 
dapat mencerminkan nilai syariah 
dalam perbankan syariah.  Sehi-
ngga hadirnya bank syariah dihar-
apkan mampu memecahkan 
segala problem ekonomi umat 
dengan payung syariah. 
Fauzan, 2011 Evaluasi Pene-
rapan Metode 
Penetuan Har-
ga Jual Beli 
Murabahah pa-
da BMT Prima 
Syariah 
Kualitatif  Proses penentuan harga (margin) 
jual murabahah BMT Prima 
Syariah masih tidak sesuai syariah 
karena keuntungan wajar yang 
disepakati oleh pihak BMT dan 
nasabah (sesuai syariah), ternyata 
pada kenyataannya BMT Prima 
Syariah memasukkan faktor-
faktor seperti biaya overhead, cost 
of loanable find dan profit target. 
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Marwini, 2012 Aplikasi Kont-
raktual Pembi-
ayaan Muraba-
hah pada Bank 
Syariah 
Kualitatif Aplikasi dan mekanisme kontrak 
pembiayaan murabahah KPR 
syariah telah memenuhi syarat-
syarat sahnya kontrak (akad jual 
beli) dalam fiqih muamalah. Pro-
sedur yang dilakukan adalah 
memberitahukan secara jujur har-
ga pokok dan ditambah margin 
keuntungan.  
1 2 3 4 
Qomariyah, 
2013 
Penentuan Ma-
rgin Akad 
Murabahah Pa-
da Bank Mua-
malat Indone-
sia Cabang 
Malang 
Kualitatif  Bank Muamalat menetapkan 
margin murabahah sama dengan 
suku bunga kredit yang berlaku di 
Bank Konvensional. Margin yang 
telah ditetapkan oleh ALCO tidak 
boleh di bawah BI rate yang telah 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
sebelumnya.  
Siswadi, 2015 Produk Mura-
bahah Solusi 
Bebas Transa-
ksi Riba dalam 
Lembaga Keu-
angan Syari’ah 
Kualitatif Mekanisme pembiayaan murabahah 
yakni pengembangan dari bai' 
Murabahah atau jual beli dengan 
harga pokok plus margin keuntungan 
yang telah disepakati. Pembiayaan 
murabahah menjauhkan dari praktek 
riba dan memberikan kesempatan 
kepada orang yang membutuhkan 
barang dalam keadaan yang 
mendesak. 
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Sumber: Data diolah peneliti, 2017 
 
 
 
 
 
Bahan pertimbangan dalam penelitian ini, telah dicantumkan beberapa hasil 
penelitian terdahulu. Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk 
menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu di atas, para peneliti lebih terfokus 
untuk mengkaji tentang metode yang digunakan dalam menentukan harga jual beli 
dan penetapan margin pada akad murabahah.  
Penelitian terdahulu juga terfokus pada implementasi akad murabahah, dan ada 
juga terkait tentang tinjauan kritis tentang produk murabahah dalam perbankan 
syariah di Indonesia yang diharapkan mampu mencerminkan nilai syariah dalam 
perbankan syariah, melalui beberapa teori, yakni Proprietary Theory dan Entity 
Theory sehingga mampu memecahkan berbagai problem ekonomi. Sistem margin 
akad murabahah memang dalam penentuan marginnya yang tidak jauh berbeda 
Waluyo, 2015 Implementasi 
Mudharabah 
pada Pembia-
yaan di Bank 
Syariah  
Kualitatif Bank syariah akan lebih ideal 
apabila menyalurkan pembiayaan 
dengan skema bagi hasil kepada 
nasabahnya sehingga bank syariah 
akan berbagi risiko (sharing risk) 
dengan para nasabah penerima 
pembiayaan, bukan tranfer risk 
sebagaimana yang terjadi pada 
pembiayaan berbasia jual beli.  
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dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan penerapan 
murabahah perbankan syariah tidak meniadakan bunga dan membagi resiko kepada 
nasabah, tetapi tetap mempraktekkan pembebanan bunga dengan menggunakan label 
produk Islami. 
Penelitian terdahulu dikatakan bahwa dalam menetapkan margin murabahah 
sama dengan suku bunga kredit yang berlaku pada Bank Konvensional. Di luar dari 
metode dan tinjauan kritis terkait akad murabahah, penulis tertarik untuk meneliti 
terkait akad murabahah mengenai pencegahan praktik riba pada produk murabahah 
melalui sudut pandang yang berbeda yakni melalui paradigma Shariah Enterprise 
Theory (SET). SET yang dimaksud adalah “hal yang harus mendasari dalam setiap 
penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari 
seluruh sumber daya yang ada di dunia ini” (Triyuwono, 2006). Maka yang berlaku 
dalam SET adalah Allah sebagai sumber utama. Sedangkan, sumber daya yang 
dimiliki oleh para stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah swt. yang 
didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan 
tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
 
Bagian ini dijelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian terhadap 
masalah yang akan dikaji. Maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui penentuan margin akad murabahah dari perspektif 
Asset/Liability Management Committee (ALCO). 
2. Untuk mengetahui pendekatan Shari’ah Enterprise Theory dalam mewujudkan 
sistem margin akad murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah. 
Kegunaan dari penelitian menjelaskan tentang kegunaan atau manfaat yang 
diharapkan bisa diperoleh melalui penelitian. Kegunaan yang dimaksud mencakup 
hal-hal berikut: 
a. Kontribusi Teori 
Penelitian ini akan mengembangkan teori yang akan digunakan di dalamnya, 
yakni Shari’ah Enterprise Theory (SET) dan Maslahah. Penelitian ini akan menilai 
pengaplikasian SET yang dikembangkan oleh Iwan Triyuwono dikatakan bahwa 
Allah sebagai sumber utama. Sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada 
dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab 
untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang 
Pemberi Amanah (Triyuwono, 2003). Sementara itu, Maslahah yang diperkenalkan 
oleh Imam Malik, pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. Tujuan 
utama syari’at Islam (maqashid al-syari’ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Purwitasari, (Al- Shatibi 2011) 
menjelaskan bahwa maslahah “mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam 
bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan 
merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi prioritas dari bank 
syariah”. 
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b. Kontribusi Praktis 
1. Bagi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat dijadikan 
pertimbangan dan sebagai bahan evaluasi kedepannya yang berkaitan dengan 
sistem margin akad murabahah yang diberlakukan pada lembaga tersebut. 
2. Bagi nasabah perbankan syariah, khususnya pengguna produk murabahah, dari 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah wawasan terkait 
hal tersebut. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 
atau acuan dalam peneitian kedepannya.   
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Shari’ah Enterprise Theory 
SET yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya 
memiliki karakter keseimbangan. Secara umum, “nilai keseimbangan yang dimaksud 
adalah keseimbangan antara nilai-nilai maskulin dan nilai-nilai feminim” Triyuwono, 
(2000). SET merupakan enterprise theory yang telah diinternalisasi dengan nilai nilai 
Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Menurut 
Triyuwono (2003) “Enterprise theory mampu mewadahi kemajemukan masyarakat 
(stakeholders), hal yang tidak mampu dilakukan oleh proprietary theory dan entity 
theory”. Hal ini karena konsep enterprise theory menunjukkan bahwa kekuasaan 
ekonomi tidak lagi berada di satu tangan (shareholders), melainkan berada pada 
banyak tangan, yaitu stakeholders. Oleh karena itu, enterprise theory ini lebih tepat 
untuk bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Hal 
ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2003) bahwa “diversifikasi kekuasaan 
ekonomi ini dalam konsep syari’ah sangat direkomendasikan, mengingat syari’ah 
melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja”. 
Menurut Slamet (Purwitasari, 2011) “enterprise theory masih perlu 
diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat digunakan sebagai teori dasar bagi 
suatu ekonomi dan akuntansi Islam”. Sementara menurut pandangan Purwitasari 
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(2011) SET dapat dikatakan sebagai “suatu social integration yang berawal dari 
adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan knowledge yang selalu 
terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu knowledge yang juga 
mempertimbangkan aspek non materiil”. Aspek non materiil yang dimaksud adalah 
aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi. Knowledge, dalam hal ini shariah enterprise 
theory, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain 
tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan 
manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama 
sebagai objek terdapat tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan 
Penciptanya. Hubungan ini disebut hubungan abduh (obey, obedient,penghambaan). 
SET adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang 
tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders pada dasarnya 
adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk 
menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi 
Amanah. “Nilai-nilai spiritual seperti yang diuraikan di atas, yaitu abduh, 
mardhatillah, danrahmatan lil alamin, merupakan nilai-nilai yang telah melekat 
dalam SET” (Triyuwono, 2003).  
 
B. Maslahah 
 
 
Menurut Purwitasari, (Al- Shatibi 2011) “mengkategorikan maslahah dalam 
tiga kelompok, yaitu essentials (daruriyyat), complementary (hajiyyat), dan 
embellishment (tahsiniyyat)”. Daruriyyat didefinisikan sebagai pemenuhan 
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kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian 
tujuan syariah, yaitu melindungi faith (iman), life (kehidupan), intellect (akal), 
posterity (keturunan), dan wealth (harta). Hajiyyat merujuk pada kepentingan 
tambahan yang bila diabaikan dapat menimbulkan kesulitan, namun tidak sampai 
merusak kehidupan normal. Sedangkan, tahsiniyyat diartikan sebagai kepentingan 
yang berfungsi untuk menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Menurut 
Meutia (Purwitasari, 2011) “mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam 
bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan 
merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi prioritas dari bank 
syariah”. 
Maqashid al-syariah adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam 
merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan dari dirumuskannya hukum-hukum Islam 
yaitu untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia. Kata maslahah yang dalam 
Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu maslahah. 
Maslahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, 
kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah atau istilahnya  pertama kali diperkenalkan 
oleh Imam Malik. Syari’at pada prinsipnya mengacu kepada kemaslahatan manusia. 
Tujuan utama syari’at Islam (maqashid al-syari’ah) adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep maslahah 
memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak hanya semata-mata berorientasi 
terhadap keuntungan, melainkan harus berusaha untuk memajukan kesejahteraan 
sosial dan protektif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Maslahah 
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merupakan tujuan dari penerapan prinsip-prinsip syariah. Prinsip maslahah 
mencermikan bagaimana Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan 
kepentingan umum dari pada kepentingan individual semata. Penerapan prinsip 
maslahah pada dasarnya adalah suatu cara untuk memberikan manfaat bagi 
kepentingan umum atau mencapai kesejahteraan umum dan menghindari bahaya yang 
dapat memberikan kesulitan untuk kepentingan umum atau pencapaian kesejahteraan. 
 
C.  Murabahah 
 
 
Murabahah menurut bahasa berasal dari kata “ribh” yang artinya keuntungan. 
Kata Murabahah merupakan bentuk mutual yang bermakna “saling”. Jadi 
Murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Ash-Shawi dalam Ridlo (Ash-
Shawi 2012) Murabahah menurut terminologi ilmu fikih adalah “menjual dengan 
modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas”.   
Menurut Wiyono dan Maulamin (2013) Murabahah merupakan “suatu akad 
bai’ yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah 
dengan sejumlah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli 
dan penjual”.  
 
Sejalan dengan penjelasan tersebut, menurut Nurhayati dan Wasilah (2009) 
Murabahah adalah “transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan 
dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 
penjual dan pembeli”.  
Menurut pandangan Ulama Fiqh:  Murabahah merupakan salah satu bentuk 
jual beli. Secara bahasa Murabahah merupakan tambahan dalam perniagaan. 
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Sementara menurut istilah fuqaha, Murabahah merupakan jual beli dengan harga 
awal beserta tambahan keuntungan yang diketahui. Al-Marghinani mendefenisikan 
Murabahah sebagai “penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah 
dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungn”. Ibnu Qudamah, fuqaha Hambali, 
mendefiniskannya sebagai “penjualan pada biaya modal ditambah dengan 
keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal adalah persyaratan 
atasnya”. Menurut Imam Malik, Murabahah dilakukan dan diselesaikan dengan 
pertukaran barang dengan harga, termasuk magin keuntungan yang telah disetujui 
bersama pada saat itu dan pada tempat itu pula dan penting pula mengamati bahwa 
tidak ada kredit yang terlibat dalam Murabahah. Murabahah tidak mempunyai 
rujukan atau refrensi langsung dari al-qur’an maupun sunnah, yang ada hanyalah 
referensi tentang jual beli atau perdagangan, akan tetapi jual beli Murabahah banyak 
dibahas didalam kitab –kitab Fiqih. Imam Syafi’i menyatakan dalam pendapatnya 
bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata:  
Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan 
orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian 
ini adalah sah.  
 
Murabahah merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan 
amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti 
tertulis, karena dalam jual beli harus jujur apa adanya dan tidak diperbolehkan 
berkhianat” (Siswadi, 2015). Ulama Malikiyah secara keseluruhan tidak menyukai 
penjualan ini karena ia menuntut banyak persyaratan yang pemenuhannya sangatlah 
sulit. Akan, tetapi tidak juga melarangnya. Pada dasarnya, jumhur ulama sepakat 
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bahwa bai’ Murabahah dibolehkan berdasarkan keumuman ayat “Allah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Sulaiman, 2014). 
Menurut Siswadi (2015) ada tiga alasan yang mendasari penggunaan akad 
Murabahah pada sektor produktif, yaitu: 1) Kemudahan perhitungan dan model 
angsuran, karena hanya memperhitungkan faktor harga perolehan barang dan 
margin yang disepakati secara jangka waktu angsuran yang diinginkan. 2) 
Mengurangi resiko kerugian bagi Perbankan Syari’ah karena, sektor produktif 
rentan dengan resiko kerugian yang sewaktu-waktu bisa terjadi. 3) Pendapatan 
Lembaga Keuangan akan lebih mudah untuk diprediksi.  
 
Ditinjau lebih dalam, transaksi Murabahah, maka akad Murabahah dapat 
dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
1. Murabahah tanpa pesan : barang sudah ada dan tinggal melakukan 
transaksi pembelian barang dengan menggunakan metode akad 
Murabahah. 
2. Murabahah berdasarkan pesanan, dibagi menjadi 2, yaitu: 
a. Murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, apabila telah dipesan 
maka harus dibeli. 
b. Murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya 
walaupun nasabah sudah memesan suatu barang, nasabah masih bisa 
melanjutkan transaksi ataupun membatalkannya. 
 Murabahah pesanan mengikat, yakni pembeli tentunya tidak dapat 
membatalkan pesanannya. Apabila aset Murabahah yang telah dibeli penjual dalam 
pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum barang tersebut diserahkan 
kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut akan menjadi beban penjual dan akan 
mengurangi nilai akad Murabahah. Pembayaran Murabahah dapat dilakukan secara 
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tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh atau yang lebih dikenal sebagai pembayaran 
kredit adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada 
pembeli, tetapi pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada 
waktu tertentu. 
D. Margin 
 
Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat 
Bahasa adalah sebagai berikut: “Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara 
biaya produksi dan harga jual di pasar”. Sementara Qiyamah (2015) berpendapat 
bahwa margin keuntungan “adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun 
perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun 
ditetapkan 12 bulan”.   
Menurut Anggadini (2011) yang berdasrkan informasi dari re-
daksi@tazkiaonline.com (17 Desember 2009), pengertian margin adalah “kenaikan 
bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami pening-
katan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan”. Keuntungan 
juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang 
tidak saling tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan 
pemegang saham, atau pemegang- pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang 
setara denganny. 
Anggadini (2011) beranggapan bahwa margin “adalah kenaikan bersih dari aset 
bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama 
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periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan”. Keuntungan juga bisa diperoleh 
dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan tidak saling tergantung, 
kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemengang saham, atau 
pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan setara dengannya. 
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa margin adalah tingkat 
selisih atau kenaikan dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi 
dan harga jual. Margin keuntungan/mark up merupakan persentase tertentu yang di 
tetapkan per tahun, jadi jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah 
hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan mergin keuntungan 
secara bulanan setahun ditetapkan 12 bulan. Dengan demikian, pendapatan dari 
pembiayaan Murabahah disebut sebagai pendapatan margin Murabahah. Selain dari 
besarnya pembiayaan Murabahah, besarnya pendapatan yang diperoleh dari 
pembiayaan Murabahah akan sangat berkaitan dengan besarnya tingkat margin 
Murabahah yang dibebankan bank syariah kepada nasabah pembiayaan. 
 
E. Larangan Riba  
 
Riba menurut bahasa berasal dari kata Rabaa’-yarbu, riba-an yang berarti Az-
Ziadah, tambahan (addition), bertambah (increase) atau tumbuh (grow). Secara 
teknis, istilah ini menunjuk pada tambahan dalam jumlah pokok yang dibebankan 
atas transaksi uang dengan uang, atau komoditi dalam transaksi komoditi dengan 
komoditi berdasarkan jangka waktu dan jumlah pinjaman. Al-Qur’an dan As-Sunnah 
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secara tegas melarang dilakukannya transaksi atau kegiatan ekonomi yang 
mengandung riba. Terdapat banyak pendapat tentang riba, namun secara umum dapat 
disimpulkan bahwa riba menurut kalangan ulama salaf, “riba adalah pengambilan 
tambahan, baik dengan cara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara 
bathil atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam” 
Arifin, (2013).  
Para ulama melihat bahwa segala yang telah diharamkan al-Qur’an, apalagi 
menyangkut persoalan yang pelarangannya juga disepakati oleh agama-agama 
terdahulu tentu tidak membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat. Riba 
berbeda dengan jual beli. Di dalam jual beli terdapat tukar-menukar barang, 
sedangkan di dalam riba tidak demikian. Riba adalah tambahan dari hutang yang 
pembayarannya tertunda, padahal kaidah mengatakan bahwa segala yang diambil 
tanpa adalanya barang atau jasa penukar dihukumkan bathil. 
Ada beberapa karakteristik yang mengidentifikasikan tingkat bunga yang 
dilarang, yaitu : ( 1) suku bunga positif dan ditetapkan sebelumnya (fixedax-ante); (2) 
suku bunga dikaitkan dengan periode waktu dan jumlah pinjaman; dan (3) 
pembayaran bunga yang dijamin tanpa memperhatikan hasil atau tujuan pinjaman. 
Alasan yang paling mendasar dilarangnya riba (bunga) adalah karena pembebanan 
bunga merupakan tindakan yang tidak adil. 
Bagian ini mengemukakan pendapat para ulama (berdasarkan konstruk 
pemikiran mereka) tentang sebab-sebab diharamkannya riba. Riba dianggap lebih 
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banyak menimbulkan masalah daripada menyediakan solusi dalam mengatasi 
persoalan finansial. Ia bahkan dianggap malapetaka besar (musibah uzma). Berikut 
ini adalah beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang sebab-sebab 
diharamkannya riba di dalam Islam. 
1. Pemaksaan, dalam jual beli terdapat kerelaan (an-taradin) antara kedua belah 
pihak, sedangkan yang ada di dalam riba adalah pemaksaan satu pihak 
terhadap pihak lain, karena kelebihan yang mereka bayarkan tidak 
mendapatkan imbalan (utility). Hal ini bertentangan dengan prinsip 
muamalah, di mana kedua belah pihak semestinya sama-sama untung atau 
sama-sama rugi.  
2. Adanya uang di dalam Islam adalah sebagai alat transaksi, bukan komoditas 
yang dapat diperjualbelikan. Jika uang menjadi tujuan, manusia menjadi 
malas, tidak ada kerja keras, tak ada peningkatan pengetahuan dan 
kebudayaan dan semua orang ingin menyimpan dan membungakan uang 
mereka di bank.  
3. Riba menyebabkan hilangnya kasih sayang, bahkan sebaliknya menimbulkan 
sifat dendam, hasad, dengki dan iri hati. Karena si kaya akansenantiasa 
berusaha untuk meningkatkan jumlah uangnya sedangkan si miskin akan 
semakin tercekik dengan adanya beban yang semakin berat.  
 
F. Rerangka Pikir  
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Pembiayaan Murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang 
dominan bagi lembaga keuangan syari’ah di dunia. Akan tetapi banyak kritikan 
dilontarkan pada lembaga keuangan syari’ah dalam masalah penetapan profit margin 
(keuntungan). Rahmawaty dan Rokhman (2015) beranggapan bahwa Pembiayaan 
Murabahah masih dianggap sama dengan kredit pada lembaga keuangan 
konvensional”. Hipotesa ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan 
harga jual Murabahah adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga flat 
rate dan prinsip cost of fund yang merupakan pikiran utama dalam lembaga keuangan 
konvensional. 
Ketidaksesuaian antara penerapan Murabahah di bank syariah dengan 
ketentuan syariah yang ada yaitu adanya margin Murabahah pada lembaga keuangan 
syariah yang merujuk pada suku bunga konvensional. Proses penentuan harga jual 
Murabahah masih terdapat unsur ribawi di dalamnya, yakni masih merujuk 
(benchmarking) pada suku bunga pada perbankan konvensional, meskipun dilakukan 
secara tidak langsung. Walaupun akad Murabahah memiliki resiko yang rentan 
dalam pelaksanaannya pihak bank tidak boleh menjadikan permasalahan tersebut 
sebagai alasan untuk menghalalkan praktik yang menjurus pada unsur ribawi. 
Berdasarkan pada landasan teori yang telah diuraikan diatas secara singkat model 
penalaran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dan bersifat  deskriptif. Metode 
Penelitian kualitatif “merupakan penelitian yang berusaha mengkonstruksi realitas 
dan memahami maknanya, sehingga penelitian kualitatif biasanya sangat 
memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas” (Somantri, 2005). Kualitatif adalah 
data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal 
dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan 
dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen 
sekaligus pengumpul data. Peneliti menjadi pengamat partisipan. Sehingga yang 
menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realitas empiris di 
balik fenomena secara mendalam dan rinci. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang merinci mengenai suatu 
objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh 
termasuk lingkungan sekitarnya. “Metode kualitatif paling cocok digunakan untuk 
mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dari lapangan” 
(Muhtar, 2016). 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada proses dan 
pemaknaan atas realitas sosial yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi 
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kuantitas ataupun frekuensi. Fokus dari penelitian kualitatif adalah menjelaskan 
bagaimana gejala sosial dibentuk dan diberi makna. Beberapa asumsi penelitian 
kualitatif yakni: 1) Penelitian kualitatif lebih menekankan perhatiam pada proses, 
bukannya hasil atau produk, 2) Penelitian kualitatif tertarik pada makna bagaimana 
orang membuat hidup, pengalaman dan struktur dunianya masuk akal. 3) Penelitian 
kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan analisis data. Data 
didekati melaluli instrumen manusia, bukan melalui inventaris, daftar pertanyaan, 
atau mesin, 4) penelitian kualitatif melibatkan kerja lapangan, peneliti secara fisik 
berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati atau 
mencatat perilaku dalam latar alamiahnya, 5) Peneliti kualitatif bersifat deskriptif 
dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui 
kata atau gambar, 6) Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti 
membangun abstraksi, konsep, hipotesa, teori dan rincian. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dan menggunakan sumber data pada salah satu 
perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar. Lokasi 
yang relatif mudah dijangkau dan hal ini didasarkan karena Bank Syariah Indonesia 
Tbk menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa kegiatan usaha bank 
syariah adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain yang 
berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank 
Indonesia.  
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B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, dengan pendekatan 
fenomenologi. Dipilihnya pendekatan tersebut yaitu karena memberikan pemahaman 
suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan dan sekaligus berusaha untuk 
menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri 
dengan memahami suatu praktik akuntansi dimana ia diterapkan dan sekaligus 
berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah penyempurnaan praktik 
akuntansi itu sendiri. Interpretif merupakan suatu paradigma yang menjelaskan suatu 
fenomena yang ada dengan menggunakan teori yang terkait sebagai alat analisisnya. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data 
deskriptif berupa tulisan, ungkapan lisan dari orang dan perilakunya yang dapat 
diamati yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.  
2. Sumber Data  
Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan bersumber pada data primer 
dan data sekunder. Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek 
penelitian adalah informan. Informan yang dipilih dengan kriteria mempunyai 
pengalaman dan pengetahuan tentang pengelolaan produk-produk Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Makassar, terkait dengan prinsip jual-beli. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan 
dengan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak Bank Muamalat 
Indonesia. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal 
yang menjadi panduan dalam memahami data-data penelitian dan dokumen-dokumen 
yang menjadi pendukung atau bukti pendukung pada saat penelitian yang diperoleh 
dari Bank Muamalat Indonesia. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 
dari luar data primer yang mendukung dalam penelitian. Data sekunder dalam 
penelitian ini diperoleh dari buku-buku literatur dan sumber lain yang berhubungan 
erat dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh mengenai sejarah dan struktur 
organisasi atau gambaran umum instansi dan teori-teori yang ada hubungannya 
dengan penelitian. 
 
D. Teknik  Pengumpulan Data 
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka 
diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu 
mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap 
pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, 
membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan 
buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk 
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mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang 
berguna dalam pembahasan. 
2. Studi Dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data 
sekunder. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau 
sesuatu yang menyediakan informasi tentang subjek.  
3. Studi lapangan, yaitu melakukan survei (wawancara) terhadap suatu obyek 
secara langsung sebagai instrumen penelitian. Wawancara yang dilakukan 
adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara peneliti dengan 
informan dan mengajukan pertanyaan secara lisan dengan informan selaku 
sumber informasi dari instansi terkait. Dalam penelitian ini, studi lapangan 
yang digunakan berupa wawancara terhadap para ahli dalam bidang 
akuntansi maupun akuntansi syariah. 
4. Internet Searching, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan 
berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi 
referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Dalam proses pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, 
kelengkapan alat bantu juga berperan penting terhadap kelancaran proses 
pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data-data penulis 
membutuhkan alat bantu, yaitu: 
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1. Kerangka proses wawancara, digunakan agar wawancara yang dilakukan 
berjalan dengan terstruktur dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 
Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga 
berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
2. Kerangka proses observasi, digunakan agar peneliti dapat melakukan 
pengamatan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 
observasi yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan awal. Pedoman 
observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek dan 
lingkungan sekitar selama proses wawancara berlangsung. 
3. Alat perekam wawancara, berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, 
agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus 
berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan 
data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek 
untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung. Alat 
yang bisa digunakan seperti handphone. 
 
F. Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang atau pelaku yang dibutuhkan untuk 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan 
merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. 
Maksud dari informan adalah untuk menggali informasi dari bebagai sumber. 
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Tabel Informan 1.2 
No.  Nama Informan  Instansi Jabatan/Pekerjaan Informan 
 1. Ikhwan Dungga Di Bank Muamalat Indonesia Financing Control 
 2. Dhedy Utomo Di Bank Muamalat Indonesia Operating Control 
 
 
G. Teknik  Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 
sampai selesainya pengumpulan data. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif 
tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tahap Pengumpulan Data  
Proses pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan terlibat 
yaitu dengan cara peneliti melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan yang sedang 
diteliti. Harapan dilakukan proses ini adalah peneliti dapat menemukan makna di 
balik fenomena yang disaksikannya, baik tentang perilaku, ucapan, ataupun simbol-
simbol yang ada diperusahaan.  
2. Tahap Reduksi Data  
Menurut Firmansyah (2016) reduksi data dapat diartikan sebagai proses 
pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Ciri-
ciri reduksi data, yakni: 
a. Membentuk analisa yang menajamkan 
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b. Menggolongkan data 
c. Membuang data yang tidak perlu 
d. Memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengumpulan 
e. Mempermudah peneliti untuk mencari kembali data apabila diperlukan 
3. Penyajian Data 
Kegiatan reduksi data dan penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait 
langsung dengan proses analisis data dan model interaktif.  
4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan  
Tahap akhir proses pengumpulan data adalah Verifikasi dan Penarikan 
Kesimpulan, yang pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, 
yang dimaknai sebagai penarikan arti datayang telah ditampilkan.  
 
H. Uji Keabsahan Data 
Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat 
dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi 
uji validitas internal dan validitas eksternal. 
1. Uji validitas internal 
Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari suatu 
data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya 
oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Kriteria ini 
berfungsi melakukan inquiry sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya 
dapat dicapai. Adapun teknik yang diajukan yaitu: 
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a. Meningkatkan ketekunan, berarti peneliti akan melakukan pengamatan 
secara cermat dan berkesinambungan. 
b. Triangulasi data, mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, 
hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari 
satu subjek yang memiliki sudut pandang yang berbeda. 
c. Diskusi dengan teman, peneliti melakukan diskusi dengan orang lain agar 
data lebih valid. 
d. Menggunakan bahan referensi, peneliti menggunakan pendukung rekaman 
wawancara untuk membuktikan data penelitian. 
e. Mengadakan member check, data yang ditemukan peneliti akan 
diklarifikasikan kepeda pemberi data agar data benar-benar valid. 
2. Uji Validitas Eksternal 
Keabsahan ekternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif memiliki 
sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan 
ekternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang 
sama. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat 
diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis, 
dan dapat dipercaya. Sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian 
tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang 
rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi 
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lebih jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan bisa atau 
tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Perusahaan 
 
 
a. Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangan Bank Muamalat Indonesia 
Ide kongkrit pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari loka karya 
“Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi 
dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta 
tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Bahri 
yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI, untuk merealisasikan pendirian 
Bank Islam tersebut. Setelah itu, MUI membentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA) 
untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tim POKJA ini membentuk Tim Kecil 
“Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”, yang diketuai oleh Bapak Dr. Ir. M. 
Amin Azis. 
Hal paling utama dilakukan oleh Tim MUI ini di samping melakukan 
pendekatan-pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait adalah 
menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui Management Development Program 
(MDP) di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta yang dibuka 
pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, dan meyakinkan beberapa 
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pengusaha muslim untuk jadi pemegang saham pendiri. Untuk membantu kelancaran 
tugas-tugas MUI ini dibentuklah Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 
(ICMI) yang di bawah Ketua Drs. Karnaen Perwaatmadja, MPA. Tim ini bertugas 
untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam. 
Pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akte Pendirian 
PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo 
Paripurno, SH. dengan Akte Notaris No.1 tanggal 1 November 1991 (Izin Menteri 
Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 
28 April 1992 No.34). Pada saat penandatanganan Akte Pendirian ini terkumpul 
komitmen pembelian saham sebanyak Rp 48 miliar. 
Acara silaturahmi pendirian Bank Syariah di Istana Bogor, diperoleh 
tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai 
Rp 106 miliar. Dengan angka modal awal ini Bank Muamalat mulai beroperasi pada 
tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, SK Menteri 
Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin 
usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992. Pada 
hari Jum‟at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, Menteri 
Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, meresmikan mulai 
beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara “Soft Opening” yag diadakan di 
Kantor Pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 
Jakarta. 
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Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat 
sebagai Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank 
Syari‟ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk 
yang terus dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, sektor 
Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank 
Muamalat pun terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, Perseroan mencatat rugi 
sebesar Rp 105 miliar. 
Upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang 
potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang 
berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara 
resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun 
waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan 
sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil membalikkan kondisi 
dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap Pegawai Muamalat, ditunjang 
oleh kepemipinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan 
terhadap pelaksanaan Perbankan Syari‟ah secara murni. 
Di awali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota 
Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar 
rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada: 
1. Restru pegawairisasi asset dan program efisiensi 
2. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,  
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3. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap Sumber Daya Insani yang ada, dan 
dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Pegawai Muamalat sedikit 
pun,  
4. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Pegawai Muamalat menjadi 
prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru 
5. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat 
menjadi agenda utama di tahun kedua, dan 
6. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan 
peluang usaha. 
b. Visi dan Misi  
1. Visi Bank Muamalat 
“Menjadi Bank Syari‟ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, 
dikagumi di pasar rasional.” 
 
2. Misi Bank Muamalat 
 “Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari‟ah dunia dengan penekanan 
pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi 
yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.”  
 
c. Tujuan Berdiri Bank Muamalat Indonesia 
Adapun tujuan berdiri Bank Muamalat Indonesia yaitu: 
a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga 
semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan 
melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui: 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha 
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2. Meningkatkan kesempatan kerja 
3. Meningkatkan penghasilan masyarakt banyak 
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam 
bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang 
enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank 
itu riba. 
c. Mengembangkan lembaga bank dan system Perbankan yang sehat berdasarkan 
efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga 
menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan 
lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil. 
d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, 
berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 
d. Susunan Organisasi Bank Muamalat 
1. Dewan Pengawas Syari‟ah: 
a. KH. M.A. Sahal Mahfudh (Ketua) 
b. KH. Ma‟ruf Amin (Anggota) 
c. Prof. Dr. Umar Shihab (Anggota) 
d. Prof. Dr. H. Muardi Chatib (Anggota) 
2. Dewan Komisaris 
1. Drs. H. Abbas Adhar (Komisaris Utama) 
2. Prof. Korkut Ozal (Komisaris) 
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3. DR. Ahmed Abisoursour (Komisaris) 
4. H. Iskandar Zulkarnain, SE., M,Si (Komisaris) 
5. Drs. Aulia Pohan, MA (Komisaris) 
3. Direksi  
1. H.A. Riawan Amin, Msc (Direktur Utama) 
2. Ir. Arviyan Arifin (Direktur) 
3. H. M. Hidayat, SE, Ak. (Direktur) 
4. Ir. H. Andi Buchari, MM (Direktur) 
5. Drs. U. Saefudin Noer (Direktur) 
4. Kepala Grup: 
1. Afrid Wibisono (Administration) 
2. Avantiono Hadhianto (Business Development) 
3. Muchtar MD. Siswoyo (financing Support) 
4. Zulkarnain Hasibuan (Internal Audit) 
5. Rapat Umum Pemegang Saham (Shareholders Meeting) 
Adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tugasnya 
memimpin rapat pemegang saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia.  
6. Dewan Komisaris 
Adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas 
dan bersama Dewan Direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan. 
Adapun tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 
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a. Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalan Perseroan serta memberi 
nasihat kepada Dewan Direksi.  
b. Melakukan tugas-tugas secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggara 
Dasar.   
c. Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham. 
d. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dasar Perseroan serta 
menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang 
Saham. 
e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan 
menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum 
Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus 
ditempuh.  
f. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai 
setiap persoalan yang dianggap penting bagi pengelolaanPerseroan.  
g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum 
Pemegang Saham dan tugas lain yang berhubungan dengan pemeriksaan dan 
pengawasan. 
7. Dewan Pengawas Syari‟ah (Sharia Supervisory Board) 
Dewan Pengawas Syari‟ah dalam organisasi bank bersifat independen dan 
terpisah dari pengurus bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional 
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Bank. Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syari‟ah adalah sebagai 
berikut: 
1. melakukan pengawasan atas produk Perbankan dalam menghimpun dana dari 
masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan 
prinsip Syari‟ah. 
2. Memberikan pedoman dan garis-garis besar Syari‟ah. 
3. Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan Syari‟ah. 
4. Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi pihak 
eksekutif dan operasi. 
5. Memeriksa Buku Laporan Tahunan dan kesesuaian Syari‟ah disemua produk dan 
operasi selama tahun berjalan. 
6. Memberikan nasihat kepada Direksi dan Komisaris agaar seluruh kegiatan 
Perbankan sesuai dengan Syari‟ah Islam. 
8. Operation Director 
Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya 
dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan bawahan serta 
pengawasan kegiatan operasional. Tugas pokok Direksi adalah: 
a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan 
dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan. 
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. 
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9. Administration Group 
Ruang Lingkup Kerja: 
a. Melakukaan supervisi dan monitoring terhadap segenap Kantor Cabang atas 
pelaksanaan atau jalannya operasional. 
b. Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan monitoring Laporan-laporan 
Bulanan Keuangan Bank dan menyampaikannya pada pihak intern atau ekstern 
yang berkepentingan. 
c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan repegawaiitmen dan seleksi calon 
karyawan, proses administrasi kegiatan penempatan dan penempatan kembali 
karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta memonitor dan 
memeliharaa data base kepersonaliaan. 
d. Melakuakn proses dan administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gaji serta 
pembayaran JAMSOSTEK dan pajak (pph 21) seluruh karyawan serta pengurus 
Bank. 
e. Melakuakn koordinasi dalam penyediaan sarana logistik dalam rangka persiapan 
pembukaan atau pengembangan Kantor Cabang meliputi jaringan komuniaksi dan 
sarana penunjang operasional lainnya. 
f. Melakukan koordinasi terhadap pengelola sistem komunikasi data untuk 
mendukung operasional online pusat pengolahan data keseluruhan Cabang Bank 
Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak ekstern.  
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10. Corporate Support Group 
Ruang lingkup kerja: 
a. Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen. 
b. Memberikan masukan dalam penyusunan manual, prodik, akad, dan keputusan 
yang terkait dengan aspek hukum. 
c. Meningkatkan pengetahuan dalam positif masyarakat tentang Bank Muamalat 
Indonesia. 
d. Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada 
emotional market. 
e. Meraih dukungan moril maupun materil dari stakeholder maupun new investor. 
11. Internal Audit Group 
Ruang lingkup kerja: 
a. Berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan 
dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. 
b. Memeriksa dan menilai atas kecukupan dari struktur pengendalian intern. 
c. Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang 
telah dilaksanakan. 
d. Memberikan saran perbaikan baik untuk kecukupan dan efefktifitas atau 
kehandalan struktur pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan. 
e. Memberikan informasi dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan upaya menjadikan Bank lebih maju. 
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12. Business Development Group 
Ruang lingkup kerja:  
1. Marketing  
a. Marketing plan dan marketing strategy sebagai guidance bagi Cabang. 
b. Bersama financing dan sattlement group membuat target lending dan funding 
revenue system dan technology. 
c. Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung operasional 
Bank. 
2. Produk dan Development: 
a. Melakukan riset, survey, dan pengembangan produk. 
b. Melakukan review produk dan fitur produk. 
c. Merumuskan tarif layanan produk.  
3. SISOP dan UAT (USSER acceptance Test) 
a. Merencanakan, menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur peraturan 
atau kebijakan pribadi. 
b. Menyebarluaskan ketentuan pemerintah seprti SEBI, PP, Undang-undang dan 
sejenisnya untuk bidang operasi Bank. 
c. Sosialisasi dan emplementasi prosedur yang telah dibuat dan direvisi. 
d. Memantau dan melakukan supervise terhadap layanan dan operasi selindo, 
sehingga kualitas layanan dan operasi dapat dipenuhi. 
e. Melakukan UAT atas produk atau program yang akan diluncurkan dan disesuaikan 
dengan manual operasi yang dibuat. 
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13. Financing Support Group 
Ruang lingkup kerja: 
a. Financing Supervision 
b. Sharia Financial Iinstitution 
c. Financing Product Development 
14. Network and Alliance Group 
Ruang lingkup kerja: 
a. Network Alliance (POS, Da‟I Muamalat, Pegadaian) 
b. Shar-E and Gerai Optimizing 
c. Virtual Banking Operations (Call Center and Card Center) 
e. Produk-produk Bank Muamalat 
a. Produk Penghimpunan Dana (Funding Products) 
1. Shar-„e 
Sahr-„e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan 
akses Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos 
seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp 125.000, langsung dapat diperoleh satu kartu 
Shar¬-„e dengan saldo awal tabungan Rp 100.000, sebagai sarana menabung 
berinvestasi di Bank Muamalat. Shar¬-„e dapat dibeli melalui kantor pos. 
diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Tarik tunai 
bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan fasilitas 
SalaMuamalat. (phone banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi 
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history transaksi, transfer antara rekening sampai dengan 50 juta dan berbagai 
pembayaran). 
2. Tabungan Ummat 
Tabungan ummat merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabahah 
di Counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang 
penarikannya dapat dilakukan di seluruh Counter Bank Muamalat, ATM Muamalat, 
jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan 
Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh Indonesia. nasabah 
memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan Bank atas dana tersebut.  
3. Tabungan Haji Arafah 
Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah 
untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk 
merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu 
pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah pelaksanaan 
ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah Tabungan Arafah 
bisa memilih jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap tiap bulan, 
keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa, apabila penabung meninggal 
dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat. Tabungan haji Arafah juga 
menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan (sesuai dengan ketentuan 
Departemen Agama) dengan jumlah dana Rp 32.670.000 (Tiga puluh dua juta enam 
ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena Bank Muamalat telah on-line dengan Siskohat 
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Departemen Agama Republik Indonesia. Tabungan haji Arafah memberikan 
keamanan lahir batin karena dana yang disimpan akan dikelola secara Syari‟ah. 
4. Deposito Mudharabah 
Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum 
dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui 
pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi 
hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. 
5. Deposito Fulinves 
Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, 
dengan jangka waktu enam dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp 
2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat 
dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. 
Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik tiap bulan. 
6. Giro Wadi„ah 
Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya 
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan 
pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk 
mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas 
biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di 
lebih dari 18.000 Merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (phone 
banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, 
transfer antar rekening sampai dengan 50 juta dan berbagai pembayaran). 
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7. Dana Pensiun Muamalat 
Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 
tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat 
terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet 
secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer dari Bank lain. 
Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa 
kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi 
tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun 
sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum 
memasuki masa pensiun. 
b. Produk Penanaman Dana (Invesment Product) 
1. Konsep Jual Beli 
a. Murabahah 
Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 
disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. 
b. Salam 
Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana 
pembayaran dilakukan di muka/tunai. 
c. Istishna 
Adalah jual beli barang dimana Shani‟ (produsen) ditugaskan untuk membuat 
suatu barang (pesanan) dari Mustashni‟ (pemesan). Istishna‟ sama dengan Salam 
yaitu dari segi obyek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu 
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dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu 
Istishna‟ pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. 
2. Konsep Bagi Hasil 
1. Musyarakah 
Adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan 
bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan. 
2. Mudharabah 
Adalah kerjasama antara bank dengan Mudharib (nasabah) yang mempunyai 
keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal 
(Shahibul Maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (Mudharib) untuk 
dikelola. 
3. Konsep Sewa 
1. Ijarah 
Adalah perjanjian antara bank (muajjir) dengan nasabah (mustajir) sebagai 
penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang 
yang disewakannya. 
2. Ijarah Muntahia Bittamlik 
Adalah perjanjian antara Bank (muajjir) dengan nasabah sebagai penyewa. 
Mustajir/penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang 
diperjanjikan dan bila sewa selama masa sewa berakhir penyewa mempunyai hak 
opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut. 
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c. Wakalah  
Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis 
Perbankan, Wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari 
lembaga/seseorang ( sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) 
untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak 
dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa. 
Pihak Financing Control (Ikhwan Dungga) hanya menyebutkan beberapa jenis 
pelayanan dalam BMI, yakni:  
Ada beberapa jenis pelayanan yang diberikan dalam Bank Muamalat yaitu, 
prinsip Tabungan, Deposito dan Giro. Tabungan dan deposito dengan skema 
wadi‟ah dan skema mudharabah, sementara giro lebih banyak digunakan untuk 
menunjang aktivitas perusahaan. Jadi, giro yang ada di sini adalah giro 
mudharabah yaitu bersifat bagi hasil dan ada juga bersifat titipan, (wawancara 
dengan pak Ikhwan selaku Financing Control Bank Muamalat pada 15 
Novemver 2017, Pukul 16:00 WITA). 
Adapun dasar pertimbangan dalam memberikan pelayanan terhadap 
pembiayaan akad murabahah yang disebutkan Financing Control adalah: 
Pertama, adanya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dan untuk nasabah 
yang setiap bulannya menerima dengan jumlah yang sama, dan Karyawan atau 
Pegawai harus melihat atau menilai kemampuan dari seorang nasabah untuk 
mengembalikan. 
Kedua, harus mempertimbangkan aspek syariah jenis usaha yang dimiliki oleh 
nasabah, aspek syariah yang dimaksudkan ialah apakah usaha tersebut tidak 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti usaha peternakan yang 
haram, misalnya babi, sama halnya dengan pabrik rokok dan hotel. Akan tetapi, 
sekarang dibatasi karena terdapat hotel yang berprinsip syariah, salah satunya 
adalah Hotel Aliyah di Jakarta, (wawancara dengan pak Ikhwan selaku 
Financing Control Bank Muamalat pada 15 Novemver 2017, Pukul 16:00 
WITA). 
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Uraian tersebut dapat dinilai bahwa pemberian pembiayaan harus memenuhi 
segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Sehingga nasabah 
dapat memperoleh pembiayaan dan selain daripada itu segala ketentuan yang telah 
dipenuhi harus dianalisis dan melalui beberapa tahap. Pihak bank harus teliti dalam 
pemberian pembiayaan karena mereka harus mempertimbangkan aspek syariah dari 
usaha calon nasabah karena dikhawatirkan jenis usaha tersebut bertentangan dengan 
prinsip-prinsip syariah. 
Financing Control menyebutkan bahwa terdapat bebrapa tingkatan pemberian 
pembiayaan murabahah, yakni: 
a. Mikro : antara Rp. 50.000.000,00-Rp. 100.000.000,00 
b. Menengah : antara Rp. 100.000.000,00-Rp. 500.000.000,00 
c. Commercial : antara Rp. 500.000.000,00-Rp. 5.000.000.000,00 
d. Corporate : lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 
 
 
2. Aplikasi Pembiayaan Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia  
 
a. Pelaksanaan Akad Murabahah 
1. Teknis Pelaksanaannya sebagai berikut: 
a. Nasabah datang ke Bank Muamalat untuk melakukan negosiasi dan persyaratan 
mengenai jenis barang yang akan dibeli, dalam hal ini bank bertindak sebagai 
penjual dan nasabah sebagai pebeli. 
b. Antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) kemudian melakukan akad jual beli. 
c. Setelah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, selanjutnya Bank Muamalat 
akan melakukan pengadaan barang dengan membeli secara tunai kepada supplier. 
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Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dana yang biasanya terjadi 
apabila pemberian pembiayaan langsung diberikan dalam bentuk uang tunai. 
d. Selanjutnya Bank Muamalat menjual barang kepada nasabahnya dengan harga 
yang telah disepakati bersama, yaitu harga pembelian ditambah margin 
(keuntungan). Kesepakatan harga ini tidak boleh berubah, hingga berakhirnya 
akad pembiayaan. 
e. Supplier akan mengirim barang yang telah dibeli oleh Bank Muamalat tersebut 
kepada nasabah beserta dokumen-dokumennya, selanjutnya nasabah membayar 
harga barang dengan cara angsuran selama jangka waktu yang ditetapkan. 
Angsuran atau pengembalian dari nasabah ini dilakukan dengan arus kas 
usahanyaatau sesuai jadwal angsuran. Dengan melakukan angsuran atau 
pengembalian seperti ini (sesuai dengan arus kas usahanya), maka pihak nasabah 
memungkinkan pola angsuran atau cicilan kepada Bank Muamalat secara rata.  
2. Konsekuensi logis yang timbul dengan pola jual beli mrabahah 
a. Pembiayaan atau penanaman dana senantiasa terkait dengan sector riil karena 
harus menyebut barang. 
b. Harga jual sudah ditetapkan di awal dan tidak berubah hingga akad penanaman 
dana berakhir. 
c. Tidak ada peluang untuk melipat gandakan (coumpounding). 
d. Pembiayaan hanya ditujukan kepada pengadaan barang yang halal sesuai dengan 
rukun dan syariat jual beli. 
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e. Tidak ada penalti atas keterlambatan (bagi nasabah yang benar-benar belum 
mampu membayar).  
 
3. Aspek Pelaksanaan Murabahah di Bank Muamalat 
a. Implementasi  
1. Barang yang Boleh Dibeli 
Pembiayaan murabahah ditujukan untuk pembelian asset atau objek jual beli 
seperti: pembelian rumah atau gedung atau sejenisnya, kendaraan atau alat-alat mesin 
industri, dan asset lain yang tidak bertentangan dengan Syari‟ah dan disetujui bank. 
2. Bank  
Murabahah dapat dilakukan dengan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. 
Dalam murababah berdasarkan pesanan bank melakukan pembelian barang setelah 
ada pesanan dari nasabah. Murabahah pesanan ini dapat bersifat mengikat atau tidak 
mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah 
pesanan mengikat pembeli serta tidak dapat membatalkan pesanannya. 
Fasilitas murabahah ini dapat digunakan untuk membiayai nasabah seperti, 
untuk keperluan modalkerja misalnya, untuk membeli bahan mentah, bahan setengah 
jadi, barang jadi, stock persediaan, suku cadang, dan penggantian. Sedangkan untuk 
perdagangan atau penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabah termasuk 
di dalamnya biaya produksi barang baik untuk pasar domestic maupun untuk ekspor. 
Misalnya, untuk biaya membeli bahan mentah, tenaga kerja, overhead cost, dan 
margin keuntungan. 
62 
 
 
 
Berdasarkan PSAK No. 59, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang bank 
sebagai berikut:  
 
(1) Pada prinsipnya bank bertindak sebagai penyedia barang 
(2) Dalam kondisi tertentu bank dapat mewakilkan (wakalah) pembelian 
barang tersebut kepada nasabah 
(3) Bank berhak menentukan suplier dalam pembelian barang yang dibutuhkan 
oleh nasabah 
(4) Bank menerbitkan Purchases Order (PO) sesuai kesepakatan dengan 
nasabah kepada suplier bukan diberikan langsung ke nasabah. Kecuali jika 
bank meawakilkan kepada nasabah (melalui akad wakalah).  
(5) Dalam hal ini bank mewakalahkan kepada nasabah, maka akad wakalah 
dilakukan pada saat penyerahan uang dari bank kepada nasabah.  
(6) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 
pihak ketiga maka akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang 
secara prinsip dikuasai oleh bank. 
 
3. Nasabah  
Pembiayaan akad murabahah, nasabah bertindak sebagai pembeli atas suatu 
barang. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah telah ditetapkan ketetapan kedua mengenai 
ketentuan murabahah kepada nasabah yaitu sebagai berikut:  
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembiayaan suatu barang atau 
asset suatu bank. 
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli dahulu barang 
yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
c. Bank kemudian menawarkan barang kepada nasabah dan nasabah harus 
menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian yang mengikat tersebut, kemudian 
kedua belah pihak harus membuat kotrak jual beli. Nasabah yang telah 
mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, 
dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini 
dengan prinsip murabahah dan untuk itu bank dapat meminta Surat Perintah 
Kerja (SPK) dari nasabah yang bersangkutan. 
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4. Pemasok Barang atau Supplier 
Pemasok barang atau supplier adalah orang atau badan hukum yang membantu 
bank dalam penyediaan barang sesuai permintaan nasabah. Bank akan membeli 
barang sesuai permintaan nasabah ke supplier dan menjual kembali barang tersebut 
kepada nasabah.  
5. Harga  
Harga dalam murabah adalah harga beli ditambah dengan margin (keuntungan) 
yang telah disepakati. Ketentuan tentang harga ini meliputi: 
a. Ketentuan harga jual (pricing) ditetapkan diawal perjanjian dan tidak boleh 
berubah selama waktu perjanian. 
b. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau secara kredit, selain 
itu juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara 
pembiayaan yang berbeda.  
c. Harga yang disepakati adalah harga jual (harga beli ditambah margin atau 
keuntungan). Sedangkan harga beli harus diberitahukan. 
d. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak 
nasabah. Apabila potongan itu tejadi setelah akad maka pembagian potongan 
tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Cara menjual 
secara kredit atau cicilan sebenarnya bukan merupakan bagian dari syarat sistem 
murabahah atau murabahah pesanan (KPP). Meskipun demikian transaksi 
murabahah dengan sistem cicilan atau angsuran ini mendominasi praktik 
pelaksanaan kedua jenis murabahah tersebut. Hal ini dikarenakan seseorang 
64 
 
 
 
tidak akan dating ke bank kecuali untuk mendapatkan kredit dan membayar 
secara angsur.  
e. Apabila nasabah memberikan uang muka, maka berdasarkan fatwa (DPSN) 
No.04/DSN-MUI/IV2000 tentang murabahah terutama ketetapan kedua 
mengenai ketentuan murabahah khususnya telah ditetapkan bahwa: 
1. Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar 
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 
2. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 
harus dibayar dari dari uang muka tersebut. 
3. Jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiaanya kepada nasabah. 
4. Jika uang muka memakai kontrak (urban) sebagai alternative dari uang 
muka, maka: 
a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah tinggal 
membayar sisa harga. 
b. Jika nasabah gagal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar 
kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Jika uang muka 
tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
 
6. Uang Muka dalam Murabahah 
Berdasarkan fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam 
murabahah khususnya keputusan pertama mengenai ketentuan umum uang muka 
maka telah ditetapkan: 
a. Dalam akad penanaman dana murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. 
b. Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 
c. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti 
rugi kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari uang muka tersebut. 
d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, Lembaga Keuangan Syariah 
dapat meminta tambahan kepada nasabah. 
e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian Lembaga Keuangan Syriah 
harus mengembalikannya kepada nasabah. 
 
7. Jangka Waktu 
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Jangka waktu dalam murabahah disesuaikan dengan kemampuan nasabah 
untuk mencicil angsuran harga jual. 
8. Penundaan Pembayaran 
Berdasarkan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah 
khususnya ketetapan kelima mengenai penundaan pembayaran dalam murabahah 
maka telah ditetapkan bahwa: 
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian 
hutangnya. 
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu 
pihak tidak menunaikan kewajibannya dilakukan melalui Badan Arbitrase 
Muamalah Indonesia (BAMUI) yang merupakan suatu lembaga yang didirikan 
bersama antara kejaksaan agung republik Indonesia dan MUI. 
 
9. Bangkrut dalam Murabahah 
Berdasarkan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, 
khususnya ketetapan keenam mengenai bangkrutdalam murabahah maka telah 
ditetapkan “juka nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, 
bank harus menunda tagihan hutang sampai nasabah menjadi sanggup kembali atau 
berdasarkan kesepakatan. 
10. Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran 
Berdasarkan fatwa DSN-MUI/IX/2000 sanksi atas nasabah mampu yang 
menunda-nunda pembayaran, maka telah ditetapkan bahwa: 
a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda-
nunda pembayaran dengan sengaja. 
b. Nasabah yang tidak mampu membayar disebabkan for majeur tidak boleh 
dikenakan sanksi. 
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c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai 
kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. 
d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta‟zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin 
dalam melaksanakan kewajiban. 
e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang dipesannya ditentukan atas dasar 
kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. 
f. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial (qordhul hasan). 
 
11. Diskon dalam Murabahah 
Berdasarkan fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon 
murabahah, maka telah ditetapkan: 
a. Harga dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah 
pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda menjadi obyek jual beli lebih tinggi 
maupun lebih rendah. 
b. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli, biaya yang diperlukan 
ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 
c. Jika dalam jual beli murabahah Lembaga Keuangan Syariah mendapat diskon 
dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon itu adalah hak 
nasabah.  
d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian tersebut dilakukan 
berdasarkan perjanjian atau persetujuan yang dimuat dalam akad. 
e. Dalam akad pembagian diskon, setelah akad hendaklah diperjanjikandan 
ditandatangani. 
 
12. Potongan dalam Pelunasan 
Berdasarkan fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2000 tentang potongan 
pelunasan dalam dalam murabahah maka telah ditetapkan: 
a. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan penanaman dana 
tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga 
Keuangan Syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban penanaman dana 
tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. 
b. Besar potongan sebagaimana dimaksu di atas diserahkan pada kebijakan dan 
pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah. 
 
13. Penyelesaian Hutang dal Murabahah 
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Berdasarkan fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah 
khususnya ketetapan keempat mengenai hutang dalam murabahah ditetapkan bahwa:  
a. Secara prinsip penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak 
ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah menjual kembali 
barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, nasabah tetap menyelesaikan 
hutangnya kepada bank. 
b. Jika nasabah menjual barang menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap 
menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh 
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian tersebut. 
 
14. Lain-lain 
Apabila asset murabah yang telah dibeli bank dalam murabahah dengan 
pesanan yang mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada 
pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) akan 
mengurangi nilai akad. 
a. Dokumentasi  
Dokumen-dokumen dalam penanaman dana murabahah terdiri dari:  
1. Surat persetujuan prinsip (offering letter). 
2. Surat permohonan realisasi penanaman dana murabahah (SPRP). 
3. Akad wakalah (bila diperlukan). 
4. Tanda terima uang nasabah (TTUN) dalam hal bank mewakilkan kepada 
nasabah. 
5. Akad murabahah. 
6. Surat sanggup. 
7. Perjanjian peningkatan jaminan. 
8. Tanda terima barang-wakalah. 
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9. Tanda terima barang murabahah. 
b. Aspek Administrasi Murabahah di Bank Muamalat 
a. Pembayaran  
Dana pembelian barang akan dibayarkan setelah akad perjanjian 
ditandatangani dengan dilengkapi dokumen resmi pembelian barang yang diperjual 
belikan. Pembayaran akad murabahah ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 
Namun umunya pembayaran dilakukan secara cicilan. 
Pembayaran secara cicilan ini memang apabila dilihat dari jenis akadnya 
merupakan jenis Bai‟ Bitsaman Ajil (BBA), tetapi pembayaran di Bank Muamalat 
sistem pembayaran angsuran atau cicilan ini diterapkan dalam akad murabahah 
dengan alasan bahwa konsep BBA kurang luas cakupannya (cenderung digunakan 
untuk kegiatan konsumtif), sedangkan kegiatan murabahah lebih untuk kegiatan 
usaha, dan BBA merupakan diverifikasi dari murabahah sendiri sehingga akad 
murabahah dinilai lebih fleksibel. Selama ini BBA hanya diterapkan di Malaysia, 
sedangkan bank syariah kebanyakan lebih menggunakan akad murabahah. 
b. Kewajiban Nasabah 
Pembayaran angsuran sebagai kewajiban nasabah dilakukan dengan mendebit 
rekening nasabah di BMI. Jika nasabah melakukan pembayaran uang muka, maka 
pembayaran tersebut dianggap sebagai angsuran kewajiban pertama. Apabila nasabah 
mengalami masalah menunda pembayaran, maka pembayaran admisnistrasi 
tunggakan kewajiban nasabah dimasukkan rekening sosial Bank Muamalat (charrety 
account). 
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c. Pendapatan  
Pendapatan bank diakui bila kewajiban nasabah sudah dibayar, dan semua 
biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini ditanggung nasabah dan 
diakui sebagai pendapatan bank. 
d. Asuransi  
Biaya asuransi barang ditanggung oleh nasabah.  
3. Proses Realisasi Pembiayaan Akad Murabah Di Bank Muamalat Indonesia 
a. Ruang Lingkup 
Proses realisasi yang dimaksud adalah penggunaan dana dari dana pihak ketiga 
yang disalurkan kepada nasaba. Proses pencairan dana ini dilakukan oleh bank 
dengan mengkredit rekening nasabah tersebut sejumlah penanaman dana yang 
dilakukan atau disetujui. 
Setiap pengajuan pembiayaan atau permohonan penanaman dana belum tentu 
akan terealisasi, hal ini karena mengingat prinsip kehati-hatian Bank Syariah dalam 
mengelola dana pihak ketiga. Oleh karena itu, setiap nasabah yang ingin mengajuka 
penanaman dana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan realisasi 
akan dilakukan setelah ada pernyataan atau persetujuan dari komite bahwa 
penanaman dana tersebut layak untuk diberikan. Adapun proses penanaman dana 
Bank Muamalat kepada nasabah adalah sebagai berikut:  
a. Permohonan Pembiayaan (penanaman dana) 
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Proses awal penanaman dana, seseorang calon nasabah mendapatkan dana yang 
diajukan harus membuat surat permohonan penanaman dana ke bank karena pihak 
bank hanya akan memberikan penanaman dana apabila permohonan penerimaan dana 
diajukan secara tertulis, baik dari penanaman dana baru, perpanjangan maupun 
tambahan. 
2. Survey  
Menguji kebenaran semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data 
nasabah, langkah pertama yang dilakukan oleh setiap account manager adalah proses 
survey. Semua langkah-langkah tersebut harus dipersiapkan dengan cermat, karena 
keberhasilan proses awal salah satunya dapat diukur melalui tahap ini. Proses survey 
terdiri dari pengumpulan informasi dan penentuan calon nasabah yang potensial, 
selain itu proses untuk memperoleh informasi data yang dilakukan melalui survey 
langsung ke lapangan ke tempat calon nasabah. 
3. Analisa Pembiayaan 
Setiap pemberian pembiayaan tentunya terdapat risiko yang akan diterima dan 
risiko tersebut banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut 
diantaranya adalah kurang mampu menganalisa pembiayaan secara akurat dan cepat. 
Dengan demikian, petugas atau pejabat yang bertugas menyalurkan penanaman dana 
perlu dibekali pengetahuan dalam menganalisa pemberian pembiayaan. Dalam 
analisa ini dimaksud ialah: 
a. Data pemohon. 
b. Tujuan pengajuan pembiayaan. 
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c. Latar belakang nasabah. 
d. Analisa keuangan nasabah. 
e. Analisa agunan. 
f. Analisa risiko pemberian pembiayaan. 
4. Rekomendasi Persetujuan Pemberian Pembiayaan 
Pembuatan usulan pemberian pembiayaan atau disebut juga dengan 
memorandum analisa pemberian pembiayaan. Pada dasarnya merupakan 
memorandum atau proposal yang berisi rangkuman data fakta, dari informasi yang 
berkaitan dengan analisa pemberian pembiayaan dan keuangan dari calon nasabah 
yang digunakan sebagai bahan untuk penilaian dalam pemberian pembiayaan. 
5. Persetuajuan Pemberian Pembiayaan 
Apabila keputusan dari komite pembiayaan tersebut telah disetujui, maka 
harus dibuat surat persetujuan prinsip (offering letter), proses pengikatan, dan 
dtanggung jawab dokumentasi. 
6. Realisasi Pembiayaan 
Setelah usulan pemberian pembiayaan yang hendak diajukan untuk disetujui 
maka proses lebih lanjut harus diperiksa kelengkapan-kelengkapan berkasnya 
sebelum realisasi ke nasabah yang meliputi: 
a. Usulan pemberian pembiayaan. 
b. Taksasi atau retaksasi jaminan. 
c. Bank checking. 
d. Analisa yuridis 
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e. Kelengkapan dokumen lainnya yang menunjang baik asli maupun foto copy. 
 
7. Monitoring Pemberian Pembiayaan 
Monitoring pembiayaan yaitu membina dan memantau pembiayaan dana 
nasabah. Di Bank Muamalat proses realisasi pembiayaan dilakukan oleh bagian 
operasional pembiayaan, fungsi dan bagian ini adalah mengelola pembukuan 
transaksi pembiayaan yang meliputi: 
a. Dropping pembiayaan 
Yaitu melaksanakan dropping (pencairan dana) sesuai dengan persyaratan dan 
komisi yang telah ditetapkan. Syarat dropping  antara lain: memo dropping, half 
sheet (UP), tanda terima uang nasabah (TTUN) , surat permohonan realisasi 
pembiayaan (SPRP) , jadwal angsuran.  
b. Angsuran 
Angsuran pembiayaan dilakukan dengan mendebet rekening nasabah sesuai 
jadwal angsuran atau sesuai dengan memo marketing. Jenis angsuran yaitu: pokok 
dan keuntungan yang disepakati atau bagi hasil, pokok, bagi hasil. 
c. Pelunasan 
Melaksanakan pelunasan pembiayaan nasabah sesuai dengan memo pelunasan 
marketing (jika ada). Jenis pelunasan yaitu lunas seuai dengan jangka waktu atau bisa 
juga dipercepat sebelum jangka waktu yang ditetapkan. 
d. Muqasah 
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Melakukan pembukuan muqasah ini bisa disebabkan karena pelunasan 
dipercepat, nasabah kesulitan, dan kondisi pasar tidak memungkinkan. 
 
e. Biaya Administrasi 
Melaksanakan pembukuan biaya akuntansi pembiayaan sesuai dengan yang 
telah disetujui oleh komite pembiayaan dan biaya administrasi harus disediakan 
dimuka oleh nasabah tidak boleh dipotong dari droppingnya.  
Alur pembiayaan yang telah dijelaskan diatas adalah alur pembiayaan 
sebelum pihak bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Selain itu, 
menurut keterangan yang disampaikan singkat oleh Financing Control Bank 
Muamalat Indonesia, Ikhwan Dungga bahwa: 
Dari beberapa ketentuan yang diberlakukan stelah dilengkapi, maka dilakukan 
verifikasi terhadap semua berkas yang telah diajukan atau dokumen dari 
nasabah sehingga hal tersebut dilakukan oleh pihak Bank bagian verifikasi dan 
selanjutnya akan dilakukan tinjauan lapangan, untuk mengetahui bahwa semua 
data yang telah diajukan oleh nasabah sudah benar dan sesuai. Sehingga data 
yang telah diterima oleh pihak Bank dicocokkan, baik slip gaji, laporan 
keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil 
verifikasi dan data legalitas yang telah diberikan kepada pihak Bank apakah 
data tersebut sudah sinkron atau tidak, karena jangan sampai data tersebut 
hanya dibuat-buat. Hal tersebut merupakan hasil dari analisis yang dilakukan 
oleh bagian analisis yang dikenal dengan Vanincen Risk 
 
b. Persyaratan Realisasi 
1. Pemeriksaan Dokumen Awal 
Data-data yang sudah dipersyaratkan harus diperiksa oleh support pembiayaan. 
Permeriksaan tersebut berdasarkan pada kepatuhan ketentuan perbankan dan 
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kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan. Apabila terjadi penyimpangan, maka 
penyimpangan tersebut harus dilaporkan ke komite dan direksi. Pemeriksaan yang 
dilakukan tersebut tidak hanya pada dokumen inti, melainkan juga dokumen-
dokumen pendukung dalam realisasi langkah-langkah yang harus diperiksa.  
a. Apakah usulan pembiayaan (UP) beserta risalah keputusan komite pembiayaan 
yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota komite dan salah satu diantaranya 
memiliki batasan sampai dengan usulan pembiayaan yang diajukan. 
b. Persyaratan-persyaratan yang diminta sebagaimana yang dinyatakan dalam 
keputusan komite penanaman dana. 
c. Surat permohonan realisasi pembiayaan (SPRP), surat sanggup (promes), jadwal 
angsuran, surat tanda terima uang (STTU), dan surat tanda terima barang (STTB) 
yang telah ditandatangani oleh nasabah.  
d. Surat perjanjian pembiayaan (akad) sesuai dengan masing-masing jenis fasilitas 
serta dokumen pengikatan lainnya, termasuk pengikatan jaminan atau dokumen 
lainnya telah sesuai denganstandar pengikatan yang ditetapkan oleh bank dan 
kesemuanya telah ditandatangani oleh semua pihak sebagaimana mestinya, serta 
telah dilaksanakan dengan benar. 
e. Surat keterangan (cober note) dari notaris yang berisis nomor dan tanggal 
perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan serta akad-akad lainnya (untuk 
perjanjian penanaman dana secara nota riil). 
2. Kewajiban Pemeriksaan pendukung 
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Dokumen-dokumen pendukung harus diperiksa terlebih dahulu oleh support 
pembiayaan dan devirifikasi sebelum diserahkan ke bagian operasi pembiayaan untuk 
dilakukannya pencairan dana (dropping) fasilitas pemayaran. 
3. Persiapan Pencairan Pembiayaan 
Persiapan yang harus dilakukan dalam persiapan pencairan dana pembiayaan 
yaitu: 
a. pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan pembiayaan yang meliputi usulan 
pembiayaan, memorandum, dan dokumen pendukung lainnya. 
b. Pemeriksaan apakah persyaratan dropping sudah dipenuhi. 
4. Prosedur Pencairan atau Dropping Pembiayaan 
a. Terima permohonan pencairan fasilitas pembiayaan dari nasabah. 
b. Periksa surat permohonan realisasi pembiayaa (SPRP), surat sanggup, jadwal 
angsuran, surat tanda terima uang, dan surat tanda terima barang yang telah 
ditandatangani nasabah serta persyaratan pencairan yang ditetapkan oleh komite 
pembiayaan. 
c. Account manager meminta persetujuan untuk menandatangani formulir dropping 
awal dan perubahan fasilitas.kirim seluruh dokumen ke operasiona pembiayaan. 
d. Pada saat dropping, debitur dikenakan biaya-biaya antara lain: biaya 
administrasi, biaya Badan Arbitrase Bank Syariah (BABS),  dan biaya notaris.  
e. Kepala bagian bank membubuhkan tanda tangan pada lembar manifold, paraf 
pada kartu pembiayaan dan tiket biaya-biaya kemudian mengembalikan semua 
dokumen tersebut kepada karyawan semula. 
76 
 
 
 
Uraian pernyataan tersebut diketahui bahwa setiap nasabah yang ingin 
memperoleh pembiayaan maka terlebih dahulu harus memenuhi prosedur-prosedur 
yang telah ditetapkan. Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank harus 
mempertimbangkan serta manganalisis kelengkapan dokumen-dokumen calon 
nasabah terutama kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan angsuran 
pembiayaan tersebut.  
Hal tersebut lebih lanjut diuraikan oleh Financing Central Bank Muamlat 
Indonesia yakni:  
Hasil analisis diberikan kepada komite pembiayaan. Komite pembiayaan ialah 
beberapa pejabat yang dianggap berkompeten dalam hal memberikan keputusan 
persetujuan, apakah pembiayaan tersebut layak di dropping dengan kata lain 
dapat dicairkan atau tidak. Setelah terpenuhi maka dibuatkan opening letter 
(surat persetujuan) kepada nasabah. Jadi, nasabah sudah melihat persyaratan-
persyaratan yang diberikan oleh Bank sehingga apakah mereka setuju atau 
tidak, apabila nasabah sudah setuju, SP3 sudah di tandatangani maka baru 
dilakukan pengikatan. Setelah dilakukan pengikatan yang dilakukan di depan 
notaris, baik berupa jaminan maupun akad pembiayaan kemudian dilakukanlah 
dropping atau pencaran, (wawancara dengan pak Ikhwan selaku Financing 
Control Bank Muamalat pada 15 Novemver 2017, Pukul 16:00 WITA). 
 
 
B. Pembahasan 
 
 
1. Penentuan Margin Akad Murabahah dari Perspektif ALCO 
 
 
Lembaga atau perusahaan profit oriented, keuntungan menjadi hal yang 
penting untuk keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan. Tidak terkecuali 
bank syariah, dimana bank syariah mendapatkan keuntungan dari aktivitas 
pembiayaan yang dilakukan. Akan tetapi, berbeda mekanisme pembiayaan serta cara 
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penetapan keuntungan yang dilakukan antara bank konvensional dengan bank 
syariah. 
Penetapan sistem margin akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia 
dinilai belum menerapkan konsep dan prinsip syariah sepenuhnya. Tim ALCO masih 
berpatokan pada BI rate sehingga dalam penetapan margin masih sesuai dengan 
tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Indonesia. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa Bank Muamalat masih mengandung unsur riba karena penetapan 
marginnya berdasarkan pada ALCO yang masih berpatokan pada BI rate 
sebagaimana yang berlaku di bank konvensional yang mengandung unsur riba. 
Qomariyah, 2014 mengemukakan bahwa “banyak yang mempermasalahkan 
boleh tidaknya jika Murabahah yang dibayar secara tunai lebih rendah daripada 
Murabahah yang dibayar secara kredit”. Para ahli dalam hukum Islam tidak 
mempertanyakan tentang keabsahan Murabahah dengan pembayaran tunai. 
Perbedaan pendapat mengenai keabsahan terjadi ketika harga kredit berbeda atau 
lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai dalam transaksi jual beli dengan 
pembayaran tunda. Sejumlah argumen dalam perbankan Islam yang mendukung 
keabsahan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga tunai diantaranya: 
a. Tidak ada teks syariah yang melarangnya. 
b. Terdapat perbedaan antara tunai yang ada saat ini dengan tunai di masa yang 
akan datang menurut Ali al-Khafif. 
c. Kenaikan harga bukan sebagai imbalan waktu tunda pembayaran, dan karenanya 
tidak sama dengan riba. 
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d. Kenaikan harga dikenakan saat penjualan, bukan saat penjualan telah terjadi. 
e. Kenaikan harga disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti 
permintaan, penawaran, inflasi dan deflasi. 
f. Penjual sedang melakukan suatu transaksi penjualan yang produktif dan diakui. 
g. Penjual boleh menetapkan harga jual sesuai dengan yang diinginkannya. 
Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menjual kredit dengan harga lebih 
tinggi daripada menjual dengan tunai adalah sah dan tidak mengandung riba. Margin 
keuntungan yang dikemukakan oleh Karim (Qomariyah 2014) adalah “presentase 
tertentu yang ditetapkan per tahun”.Jika perhitungan margin keuntungan secara 
harian, maka junlah hari dalam setahun ditetapkan sebanyak 360 hari. Jika 
perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. 
Referensi keuntungan margin adalah margin keuntungan yang ditetapkan 
dalam rapat ALCO Bank Syariah dimana penetapannya berdasarkan rekomendasi, 
usul dan saran dari Tim ALCO Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa 
hal.  Ada lima komponen untuk mempertimbangkan bagaimana menentukan margin. 
Adapun lima komponen tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Direct Competitor‟s Market Rate (DCMR)  
Direct Competitor‟s Market Rate (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan 
rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan beberapa bank syariah 
yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau 
tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO 
sebagai kompetitor langsung terdekat.  
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2. Indirect Competitor‟s Market Rate (ICMR)  
Indirect Competitor‟s Market Rate (DCMR) adalah tingkat suku bunga rata-
rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank 
konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak 
langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam 
rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.  
3. Expected Competitive Return for Investors (ECRI)  
Expected Competitive Return for Investors (ECRI) adalah target bagi hasil 
kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.  
4. Acquiring Cost  
Acquiring Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait 
dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.  
5. Overhead Cost  
Overhead Cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung 
terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.  
Prosedur penentuan margin Murabahah berawal dari Rapat Dewan Gubernur 
Bank Indonesia yang mengeluarkan kebijakan besaran BI rate. Besaran BI rate 
tersebut kemudian dirapatkan kembali pada rapat ALCO dan dari rapat ALCO maka 
diputuskanlah besaran margin keuntungan yang berlaku di Bank Muamalat di seluruh 
Indonesia. Margin yang ditetapkan oleh ALCO ini tidak boleh dibawah BI rate yang 
telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Prosedur penetapan margin di 
Bank Muamalat sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa margin bank syariah 
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berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO. Tim ALCO ini 
adalah tim internal yang dibentuk oleh Bank Muamalat untuk khusus membahas 
pricing Bank Muamalat setiap bulannya. ALCO Bank Muamalat menentukan margin 
Murabahah bergantung dari aspek cost of fund (CoF), biaya overhead, cadangan 
penyisihan piutang, serta laba yang diinginkan atau spread margin.  
Penetapan margin terdapat dua metode, yakni metode anuitas dan metode 
proporsional. Metode anuitas adalah metode penetapan margin yang digunakan di 
bank konvensional, dalam metode ini angsuran margin yang dibayarkan setiap bulan 
semakin menurun sementara angsuran pokoknya semakin besar. Sedangkan, metode 
proporsional/flat adalah metode penetapan margin yang sesuai dengan prinsip syariah 
karena angsuran margin dan angsuran poonya tida berubah atau tetap pada tiap bulan 
angsuran.  
Tim ALCO masih berpatokan pada BI rate sehingga dalam penetapan margin 
masih sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Indonesia. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa Bank Muamalat masih mengandung unsur riba 
karena penetapan marginnya berdasarkan pada ALCO yang masih berpatokan pada 
BI rate sebagaimana yang berlaku di bank konvensional yang mengandung unsur 
riba. 
Idealnya, selain dituntut untuk mematuhi aturan-aturan syariah, Bank Syariah 
juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal 
sama dengan, atau bahkan lebih besar. Untuk merealisasikan konsep ideal tersebut, 
Bank Syariah harus dikelola seccara optimal berlandaskan prinsip-prinsip amanah, 
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sidiq, fatonah, dan tabligh, termasuk dalam hal kebijakan penetapan margin 
keuntungan dari pembiayaan yang dilakukan. 
Pihak Bank harus mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam 
bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan 
merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi prioritas dari bank 
syariah sebagaimana yang dimaksudkan dalam konsep maslahah. Karena tujuan dari 
dirumuskannya hukum-hukum Islam yaitu untuk mencapai suatu kemaslahatan 
manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep maslahah memberikan gambaran 
bahwa perusahaan tidak hanya semata-mata berorientasi terhadap keuntungan, 
melainkan harus berusaha untuk memajukan kesejahteraan sosial dan protektif 
terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga apabila pihak bank 
merealisasikan hal tersebut maka besar kemungkinan untuk melaksanakan aktivitas 
pembiayaan secara islami tanpa ada pihak yang akan dirugikan nantinya.   
Pendapat para Ulama tentang Aplikasi Konsep Murabahah dalam Perbankan 
Syariah. Ada beberapa pendapat ulama (Siswadi, 2015) mengenai praktek 
Murabahah diperbankan syariah antara lain: 
a. Murabahah bukanlah jual beli melainkan Hillah dengan tujuan untuk mengambil 
Riba 
b. Murabahah merupakan jual beli Innah (pinjaman). 
c. Murabahah adalah “bai' atanai fi bai'ah”. 
d. Murabahah adalah jual beli barang yang belum dimiliki 
e. Murabahah jual beli yang Halal dan Sah 
 
Salah satu informan di Bank Muamalat Indonesia menjelaskan bahwa: 
Dalam penentuan margin harus disesuaikan dengan besaran jaminan yang 
sudah pasti. Disesuaikan dengan besaran jaminan tidak dengan syarat tidak 
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melebihi dari 80% dari nilai jaminan. Jaminan tersebut ditaksasi berapa jumlah 
pasarnya, biasanya yang 80% disitulah jumlah plafon pembiayaan bukan 
margin sehingga itulah jaminannya. Margin pembiayaan untuk Corporate 
sebesar 12%, margin seperti pada Gedung, (wawancara dengan pak Ikhwan 
selaku Financing Control Bank Muamalat pada 15 Novemver 2017, Pukul 
16:00 WITA). 
 
Di Bank Muamalat terdapat sistem murabahah atau jual beli, pihak Bank  
dengan konsep syariahnya yang membeli barang tersebut. Setelah itu barang dimiliki 
secara prinsip syariah, kemudian kita jual ke nasabah dengan margin tertentu. Apabila 
untuk Corporate maka sebesar 12%, sehingga itulah yang dicicil oleh nasabah dan 
setiap bulannya dibayarkan sampai masa akhir pembiayaan dilakukan dan tidak 
berubah. Pembiayaan plafon artinya berapa layaknya nasabah ini diberikan pinjaman. 
Terdapat beberapa margin, berbeda dengan margin fix income dan margin untuk 
pembiayaan perusahaan. Selain itu, dijelaskan pula bahwa: 
Margin pembiayaan untuk Corporate sebesar 12%, margin seperti pada 
Gedung. Apabila di Bank Konvensional, uang yang diberikan setelah itu 
dihitung berapa persentase dari uang tersebut maka itulah yang dibayarkan oleh 
nasabah. Akan tetapi, di Bank Muamalat tidak demikian. Ada dua tearing 
dalam pembiayaan murabahah, yaitu pada Corporate sebesar 12% dan pada 
Skala Nasional/Mikro sebesar 14%. Penentuan tearing tersebut ditetapkan dari 
Kantor Pusat bagian Tearing Pembiayaan, (wawancara dengan pak Ikhwan 
selaku Financing Control Bank Muamalat pada 15 Novemver 2017, Pukul 
16:00 WITA). 
Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 
Tentang kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. ALCO tidak hanya mempertimbangkan pajak dalam 
83 
 
 
 
menentukan margin Murabahah pada bank syariah. Namun, peneliti menduga bahwa 
pajak ini sudah diperhitungkan pada overhead cost. Berdasarkan pendapat dari 
Qomariyah (2014) mengatakan bahwa: 
Prosedur penetapan margin keuntungan di Bank Muamalat memang telah 
sesuai dengan syariah dimana teori Karim yang menyatakan bahwa margin 
bank syariah berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO. 
Namun aspek-aspek yang menentukan besarnya margin Murabahah di Bank 
Muamalat ini sesuai dengan teori Kasmir yang mana aspek-aspek untuk 
menentukan besarnya margin tersebutsama dengan komponen yang digunakan 
dalam menentukan tingkat suku bungakredit bank konvensional. 
 
Menurut Qomariyah (2014) bahwa “cara menghitung keuntungan ini memang 
tidak diatur dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia)”. 
PAPSI hanya mengatur setelah harga jual disepakati dan pembayarannya dilakukan 
secara tangguh. Dalam PSAK 102, peneliti juga tidak menemukan adanya cara 
menghitung keuntungan pada bank syariah. Di sisi lain tidak ditemukan adanya cara 
menghitung keuntungan pada fatwa DSN yang diterbitkan MUI, yang diatur dalam 
fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 adalah metode pengakuan keuntungan 
Murabahah di lembaga keuangan syariah. 
Cara menarik minat nasabahnya untuk melakukan pembiayaan di Bank 
Muamalat, tingkat margin Murabahah di bank syariah ini dapat dinegosiasikan 
dengan nasabahnya. Sehingga tingkat margin ini akan menjadi tingkat margin yang 
menguntungkan kedua belah pihak. Di sisi nasabah, tingkat margin dapat disesuaikan 
dengan kemampuannya dan di sisi yang lain, tingkat margin tersebut dapat memberi 
keuntungan untuk Bank Muamalat. “Jika margin yang telah disepakati oleh nasabah 
dan Bank Muamalat lebih tinggi dibandingkan dengan margin yang ditetapkan oleh 
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ALCO, maka kelebihan ini akan menjadi keuntungan bagi Bank Muamalat” 
(Qomariyah, 2014).  
Penetapan margin dilakukan di kantor pusat, faktor yang mempengaruhi 
penetapan margrin adalah kondisi ekonomi, penetapan tearing juga tergantung 
bagaimana nasabah tersebut bisa melakukan komitmen dana, Lebih lanjut pihak 
Financing Control menguraikan bahwa: 
Misalnya pembayaran sebesar 100 juta , apabila nasabah bisa melakukan 
komitmen dana sebesar 50 juta pemutaran dana pada tabungan giro maka akan 
bisa menjadi pertimbangan nantinya , sehingga bisa diturunkan marginnya 
dengan catatan ada beberapa persyaratan yang telah di tetapkan oleh pihak BM. 
Seperti harus bermutasi rekening pada BM, sehingga bsa menjadi patokan 
dalam menentukaan tiring pembiayaan murabahah, (wawancara dengan pak 
Ikhwan selaku Financing Control Bank Muamalat pada 15 Novemver 2017, 
Pukul 16:00 WITA). 
 
Pemberian pembiayaan murabahah diperlukan adanya negosiasi, negosiasi 
sangat berperan penting apalagi pada pembiayaan yang berjumlah skala besar, seperti 
pada Korporasi. Hal ini dijelaskan Financing Control, yakni: 
Ada posisi tawar dari pihak nasabah agar bisa lebih rendah tearingnya, sehingga 
nasabah harus bermutasi rekening disini dan memang harus di perjanjikan di 
awal. Jadi, simpanan daya tawar nasabah tetap berpengaruh terhadap beberapa 
dana atau penghimpunan dana yang mereka simpan di Bank Muamalat, 
(wawancara dengan pak Ikhwan selaku Financing Control Bank Muamalat pada 
15 Novemver 2017, Pukul 16:00 WITA). 
Selain dari itu, Menurut Operating Control yakni Dhedy Utomo, terdapat 
beberapa kendala dalam memberikan pembiayaan murabahah diantaranya ialah:  
Pihak bank masih mengalami beberapa kendala diantaranya dalam hal 
penagihan kepada nasabah. Hal ini karena biasanya ada nasabah yang tidak 
membayar angsuran sesuai dengan waktu yang ditetapkan, (wawancara dengan 
pak Dhedy selaku Operating Control Bank Muamalat pada 06 Desember 2017, 
Pukul 17:00 WITA). 
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Hal penagihan yang menjadi salah satu kendala lebih diuraikan sebagai 
berikut: 
Apabila ingin melunasi pembiayaan murabahah, nasabah pasti harus melunasi 
seluruh pembiayaan termasuk marginnya. Umpamanya, jumlah pokok sebesar 
100 juta , marginnya 50 juta umpamanya. Sehingga margin yang di bayaarkan 
sebesar 50 juta sampai tahun terakhir. Dan apabila nasabah ingin pelunasannya 
di percepat, itu pastinya harus memenuhi persyaratan yaitu melunasi semua sisa 
dari margin yang di lunasi. Dari hal tersebut nasabah biasanya menilai bahwa 
Bank Muamalat itu dzalim karena nasabah meminjam 100 juta dan nasabah 
mengembalikan lebih banyak, padahal ia tdak memahami bahwa kesepakatan 
yang di awal adalah sistem  murabahah atau jual beli dan itu tdak bisa di 
kembalika lagi, (wawancara dengan pak Dhedy selaku Operating Control Bank 
Muamalat pada 06 Desember 2017, Pukul 17:00 WITA). 
Uraian tersebut dinilai bahwa pihak nasabah tidak memahami bahwa 
kesepakatan yang di awal adalah sistem  murabahah atau jual beli dan itu tidak bisa 
di kembalika lagi. Bank Muamlat tidak mempersyaratkan di awal adanya muqasah 
yang dalam Bahasa Arab artinya pengampunan. Pengampuna di sini di maksud ialah 
berapa persentase yang bisa di turunkan, margin itu tdak di tagihkan lagi.  
Hal ini lebih lanjut diuraikan oleh informan bagian Operating Control bahwa: 
Pada hal margin itu adalah hak Bank Muamalat dan itu diajukan ke kantor pusat 
dan akhirnya margin itu di tagihkan paling 3 bulan atau 2 bulan ke depan. 
Margin itu memang harus di tagihkan, tidak sampai harus ke belakang, 
menagihkan margin yang selama 15 tahun itu tidak perlu, tetapi itu tidak di 
persyaratkan di awal, (wawancara dengan pak Dhedy selaku Operating Control 
Bank Muamalat pada 06 Desember 2017, Pukul 17:00 WITA). 
 
Nasabah  pada awalnnya harus melunasi sampai akhir jumlahnya. Sehingga 
itu menjadi kendala dalam pembiayaan murabahah, tidak seperti pembiayaan 
mudharabah atau bagi hasil yang merupakan apa yang di peroleh dari nasabah maka 
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itulah yang di bagikan kepada bank. Sehingga yang diterima oleh nasabah sedikit 
maka, yang di terima oleh bank juga sedikit.  
Apabila nasabah terlambat dalam melakukan angsuran atau pembayaran maka 
pihak Bank akan melakukan tindakan penagihan. Penagihan tersebut dilakukan secara 
bertahap, sehingga ada pihak yang melakukan penagihan, di sini telah dibentuk pihak 
penagihan. Kedua, apabila dalam jangka waktu dua bulan belum membayar maka 
tetap akan dilakukan peringatan sampai pada peringatan ketiga. Jika sudah sampai 
pada peringatan yang ketiga namun tidak diindahkan, maka pihak Bank melakukan 
peninjauan pengembalian jaminan kedua yaitu terkait dengan jaminan. 
Berdasarkan QS. Al-Baqarah / 2 : 275 
…َاب ِّرلا ََم َّرَحَو ََعَْيبْلا َهّالل ََّلََحأَو َاب ِّرلا َهلْثِم َهعَْيبْلا اَمَّنِإ … 
Terjemahnya : 
 
“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, (Kementrian Agama RI Al-
Qur‟an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-Zuhruf. 2002. Cet. Ke-2. PT. 
Tiga Serangai Pustaa Mandir)i. 
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2. Pendekatan SET dalam Mewujudkan Sistem Margin Akad Murabahah 
Sesuai dengan Prinsip Syariah 
 
Penerapan skema mudharabah di produk pembiayaan, diantara problemnya 
pada operasional perbankan Islam adalah : standar moral, ketidakefektifan model 
pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya, segi teknis, 
kurang menariknya sitem bagi hasil dalam aktivitas bisnis, serta permasalahan 
efisiensi. Dengan adanya perjanjian, maka equity financing dapat digunakan secara 
lebih luas. Namun masih terjadi ironi dimana nilai-nilai Islam seperti keadilan 
(justice), persamaan (equality), kebenaran (truth), kepercayaan (trust), kebaikan 
(kindness), kejujuran (honesty) dan pertanggungjwaban (responsibilty) yang sering 
disebut dalam literatur dan seminar-seminar ekonomi Islam, dalam kenyataan, 
kurangnya nilai-nilai tersebut dalam praktik adalah alasan utama mengapa mode 
partisipatif tetap tidak dapat digunakan.  
SET menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik 
(feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. 
Dalam syari‟ah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan 
dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat yang kemudian dimetaforakan 
menjadi “metafora zakat” secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materi-
spiritual, dan individu-jama‟ah” (Triyuwono, 2007). 
Metode SET yang dianggap sebagai bentuk penunjang perusahaan dalam 
manjalankan aktivitas pembiayaan sesuai dengan konsep dan prinsip syariah yang 
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telah ditetapkan.karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, 
amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai keadilan tersebut diharapkan dapat 
melengkapi atau menyempurnakan sistem margin akad murabahah agar sesuai 
dengan prinsip syariah yang sebenarnya. 
Penentuan harga jual pada produk bank syariah harus memperhatikan 
ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu, metode 
penentuan harga jual berdasarkan pada target return pricing maupun mark up pricing 
dapat digunakan dengan melakukan modifikasi.  Menurut Annisa (2013), metode 
penentuan tersebut ada dan yakni “penentuan targetreturn pricing untuk pembiayaan 
syariah dan penerapan mark up pricing dalam pembiayaan syariah”.  
Penerapan target return pricing untuk pembiayaan syariah, Lembaga 
keuangan syariah beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Mekanisme 
operasional dalam memperoleh pendapatan dapat dihasilkan berdasarkan klasifikasi 
akad, yaitu akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti (natural certainty 
contract), dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti (natural 
uncertainty contract). 
Penerapan mark up pricing dalam pembiayaan syariah, Metode ini hanya tepat 
digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari restricted investment 
account (RIA) atau mudharabah muqayyadah. Hal ini karena akad mudharabah 
muqayyadahadalah akad di mana pemilik dana menuntut adanya kepastian hasil dari 
modal yang diinvestasikan. 
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Menurut Bank Indonesia pada suatu transaksi jual beli yang ideal, bank 
syariah harus dapat menghitung dan memisahkan real costs dan tingkat keuntungan 
yang diinginkan oleh bank sebagai dasar penetapan margin. Namun demikian,  
Annisa (2013) berpendapat bahwa “margin keuntungan pada transaksi jual beli 
masih di benchmark terhadap tingkat suku bunga karena belum adanya basis 
data tentang benchmark biaya perolehan dan handling kelompok komoditas 
yang akurat sebagai indikator penetapan margin”. 
 
Menurut Anggadini (2011), bahwa “cara pembayaran dan jangka waktu 
disepakati bersama, dapat secara langsung atau pun secara angsuran”. Murabahah 
dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai‟ Bitsaman Ajil yang 
meliputi ketentuan berikut ini. 
a. Rukun Murabahah 
b. Syarat-syarat Murabahah 
1. Pihak yang berakad 
2. Obyek yang diperjualbelikan 
3. Sighat 
 
a. Rukun Murabahah 
1. Pihak yang berakad: penjual dan pembeli 
2. Objek yang diakadkan: Barang yang diperjualbelikan dan harga 
3. Sighat/ Akad: Serah (Ijab) dan Terima (Qabul) 
b. Syarat- syarat Murabahah 
1. Pihak yang berakad: 
a. Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum 
b. Sukarela (ridho), tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa dan tidak di bawah 
tekanan 
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2. Obyek yang diperjualbelikan: 
a. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan 
bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang 
b. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad 
c. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli 
d. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan 
3. Sighat: 
a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad 
b. Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam 
spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati 
(memberitahu biaya modal kepada pembeli). 
c. Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi 
pada kejadian yang akan datang. 
d. Tidak dibatasi waktu, misalnya: ―saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 
12 bulan. 
Waluyo (2015) menjelaskan bahwa untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya risiko asimetrik informasi (moral hazard), maka bank syariah menerapkan 
batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib. Batasan 
yang dimaksud ialah:  
(1) menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak mudharib-nya lebih besar 
dan /mengenakan jaminan. (2) menerapkan syarat agar mudharib melakukan 
bisnis yang risiko operasinya lebh rendah. (3) menetapkan syarat agar 
mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan. (4) menetapkan 
syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. 
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Batasan atau syarat tersebut di atas merupakan bagian dari proses monitoring 
dan supervisi bank syariah atas pembiayaan mudharabah yang disalurkan.  
 
Waluyo (2015) berpendapat bahwa “pembiayaan dapat diimplementasikan 
dengan risiko yang dapat diminimalisir oleh pihak bank syariah apabila bank syariah 
secara ketat menerapkan batasan-batasan kepada calon nasabahnya”. Konsekuensi 
dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan 
individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian 
yang besar pada stakeholders yang luas. SET yang dibahas oleh Purwitasari (2011) 
yakni “teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik 
perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders yang lebih luas”. Menurut 
pandangan Hasanah (2015) “SET mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, 
kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban”. Nilai-nilai keadilan tersebut 
diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan sistem margin akad Murabahah 
agar sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya, yang menurut beberapa pihak 
masih mengandung praktik ribawi di dalamnya. 
Pemikiran dalam hal ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu 
adalah khalifatullah fil Ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan 
kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong SET untuk 
mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, 
“SET akan membawa kemaslahatan bagi stockholders, stakeholders, masyarakat 
(yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan) dan lingkungan 
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alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi 
ibadah kepada Allah” Triyuwono (2006).  
SET merupakan teori enterprise yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai 
Islam guna menghasilkan teori yang transcendental serta lebih humanis. SET 
merupakan hasil dari suatu refleksi diri yang tidak hanya didasari oleh kepentingan 
rasio semata, melainkan juga nilai-nilai spiritual. Enterprise theory seperti telah 
dibahas oleh beberapa penulis merupakan teori yang lebih tepat bagi suatu sistem 
ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. 
Akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh 
manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders, dan alam 
(akuntabilitas horizontal). Pemikiran ini mempunyai dua implikasi. Pertama, 
akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika 
(dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga “bentuk” akuntansi syariah (dan 
konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil; tidak berat 
sebelah, sebagaimana kita temukan pada akuntansi modern yang memihak kepada 
para kapitalis (kreditor) dan memenangkan nilai-nilai maskulin. Kedua, praktik bisnis 
dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilainilai etika 
syariah. “Sehingga, jika dua implikasi ini benar-benar ada, maka akuntabilitas yang 
dilakukan oleh manajemen adalah akuntabilitas yang suci” Triyuwono, (2003). 
Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan shariah enterprise 
theory tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang 
saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian 
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yang besar pada stakeholders yang luas. Triyuwono (2007) menjelaskan bahwa 
“menurut SET, stakeholders meliputi tiga bagian yakni, Tuhan, Manusia dan Alam”. 
1. Tuhan 
Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup 
manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi, maka tali 
penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada membangkitkan kesadaran 
ke-Tuhanan para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan 
sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi 
konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah dengan adanya sunnatullah ini, akuntansi 
syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata aturan atau hukum-hukum Tuhan. 
2. Manusia 
Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu direct-stakeholders dan indirect–stakeholders. Direct stakeholders 
adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, 
baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non-
keuangan (non-financial contribution). Karena mereka telah memberikan kontribusi 
kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan 
dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah 
pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik 
secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak 
yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. 
3. Alam 
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Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang 
memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan 
dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, 
menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan 
bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan 
energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun, alam tidak menghendaki 
distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang 
diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan 
terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya. 
SET tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu 
sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Namun sebaliknya, SET menempatkan 
Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya 
manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya 
(khalifaituLlah fil ardh) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-
hukum Tuhan. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali 
kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang.  
Proses kembali ke-Tuhan memerlukan proses penyatuan diri dengan sesama 
manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu 
saja konsep ini sangat berbeda dengan entity theory yang menempatkan manusia 
dalam hal ini stockholder sebagai pusat. Dalam konteks ini kesejahteraan hanya 
semata-mata dikonsentrasikan pada stockholders. 
95 
 
 
 
Allah swt, telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya 
kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah 
swt. Telah mensyari‟atkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang 
dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan 
karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu 
merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap 
orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan 
kekerasan dan penindasan. Itu adalah dasar perdagangan jual beli. 
Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki risiko, sehingga setiap 
perusahaan tentu berusaha meminimalisir sebuah risiko. Selain mengurangi risiko, 
suatu perusahaan tentu saja ingin mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan 
operasionalnya, tidak terkecuali Lembaga Keuangan Syariah yang lebih banyak 
menggunakan murabahah dalam pembiayaan yang dilakukan. Memang tidak ada 
larangan untuk menetapkan keuntungan dalam suatu kegiatan ekonomi. Namun yang 
perlu diperhatikan adalah apakah keuntungan yang didapatkan memang layak dan 
tidak mendzolimi pihak yang lain. 
Pihak Financing Central mengemukakan bahwa: 
Pebankan syariah pada umumnya belum melakukan atau menjalankan konsep 
dan prinsip syariah secara optimal, begitu pula yang berlaku pada Bank 
Muamalat. Hal ini dikarenakan Bank Muamalat masih terikat dengan hukum 
positif yang ada di Indonesia, (wawancara dengan pak Ikhwan selaku Financing 
Control Bank Muamalat pada 06 Desember 2017, Pukul 16:30 WITA). 
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Uraian tersebut dapat dikatan bahwa Bank Muaamalat belum optimal dalam 
menerapkan konsep dan prinsip syariah karena masih terikat pada hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. Segala bentuk aturan dalam perbankan harus mengikut pada 
Undang-undang dalam hukum positf.  
Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh informan bagian Financing Control bahwa 
Apabila dikatakan optimal, pebankan syariah umumnya belum menjalankan 
konsep maupun prinsip syariah secara maksimal. Hal ini dikarenakan Bank 
Syariah masih terikat dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, jika 
hukum positif yang ada di Negara-negara Islam seperti Arab Saudi mereka 
telah menjalankan secara penuh apa itu murabahah. Akan tetapi, Bank 
Muamalat masih terikat dengan hukum positif sehingga bank tidak dapat 
memiliki aset tetap karena tidak bisa membeli asset secara lansung, melainkan 
melalui metode wakalah, (wawancara dengan pak Ikhwan selaku Financing 
Control Bank Muamalat pada 06 Desember 2017, Pukul 16:30 WITA). 
Wakalah akan muncul ketika akad murabahah yang dijadikan patokan untuk 
mencairkan pembiayaan, karena bank tidak bisa langsung membeli. Misalnya, ke 
toko itu tidak diperbolehkan. Artinya, untuk menerapkan sistem murabahah yang 
pure sesuai dengan konsep atau prinsip syariah, di Indonesia belum ada. Dan sudah 
pasti bahwa Bank Muamalat juga belum 100% menerapkan produknya sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah.  
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, Hakim bin 
Hizam pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam, 
َْنِم َه َل َه هعَاتَْبأَ َّمهث َه ْنِم َه هعِيَبأَيِدْنِعََسَْيلََعَْيبْلاَِينه َلأَْسَيفَ هل هج َّرلاَِينِيْتَأيَِ َّاللََلوهسَرََايَِقو ُّسلا
ََكَدْنِعََسَْيلَاَمَْعَِبتََلَََلَاق 
Terjemahnya: 
“(HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu 
Majah no. 2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih). Wahai 
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Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual 
kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku 
membelinya dari pasar?” Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam menjawab, 
“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”  
 
Hadist di atas menjelaskan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan oleh 
perbankan syariah. Karena akan merubah maksud dari akad murābaḥah ini. Dengan 
kata lain, pihak perbankan syariah seharusnya yang membeli barang tersebut kepada 
si penjual dan apabila barang tersebut sudah dibeli dan menjadi milik bank secara riil, 
maka pihak bank boleh menjual barang tersebut kepada nasabah seharga harga pokok 
barang tersebut ditambah keuntungan yang diambil sesuai kesepakatan. 
Menurut Financing Control menyebutkan bahwa: 
Dalam pemberian pembiayaan Murabahah  yang pure berdasarkan konsep dan 
prinsip syariah belum bisa dilakukan sepenuhnya. Karena apabila bank syariah 
masih terus terikat pada hukum positif yang berlaku maka sampai pada saat itu 
pula belum bisa pure syariah, (wawancara dengan pak Ikhwan selaku Financing 
Control Bank Muamalat pada 06 Desember 2017, Pukul 16:30 WITA). 
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Q.S. An-Nisa’ / 4 :  29 
  
                           
                           
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”, 
(Kementrian Agama RI Al-Qur‟an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi Az-
Zuhruf. 2002. Cet. Ke-2. PT. Tiga Serangai Pustaa Mandiri). 
 
Prinsip SET sangat dipegang teguh oleh Bank Muamalat. Contohnya, apabila 
pihak Bank Syariah dalam hal penagihan biasa imagenya ke nasabah terbilang jelek 
sehingga jika dilakukan penagihan mereka berpendapat bahwa pihak Bank sangat9 
disiplin dalam hal penagihan karena penagihan bisa melalui via telpon bahkan 
berkali-kali. Hal tersebut disebutkan Operating Control bahwa: 
Apabila di Bank Muamalat jika terdapat nasabah yang ogah-ogahan atau 
enggan dalam melunasi angsuran maka pihak bank menyampaikan ke nasabah 
bahwa pembiayaan yang mereka terima, pencairan yang mereka peroleh 
merupakan dana dari penabung yang bersifat amanah. (wawancara dengan pak 
Dhedy selaku Operating Control Bank Muamalat pada 06 Desember 2017, 
Pukul 17:10 WITA). 
Penabung mengamanahkan kepada pihak bank agar tabungan tersebut 
dikelolah dengan baik. Namun, pengusaha di luar atau nasabah tidak sadar bahwa 
apabila mereka tidak membayar atau ingkar maka dimana prinsip syariahnya. 
Meskipun demikian, kami tetap memegang teguh komitmen terkait SET dan 
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melaksanakan prinsip-prinsip syariah dan konsep-konsep yang ada dalam perbankan 
syariah.  
Uraian di atas Financing Control menyimpulkan bahwa: 
Untuk menerapkan sistem murabahah yang pure sesuai dengan konsep atau 
prinsip syariah, di Indonesia belum ada. Dan sudah pasti bahwa Bank 
Muamalat juga belum 100% menerapkan produknya sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, (wawancara dengan pak Ikhwan selaku Financing Control Bank 
Muamalat pada 06 Desember 2017, Pukul 16:30 WITA). 
Penerapan SET dalam pembiayaan akad murabahah dapat menunjang kinerja 
Bank Muamalat dalam mengelola aktivitas perusahaan yang berlandaskan konsep dan 
prinsip syariah. Hal ini karena SET mangandung nilai-nilai spiritual sehingga dalam 
penerapannya sangat berperan penting dalam memaksimalkan segala bentuk 
pembiayaan terkhusus pada murabahah dapat terhindar dari hal yang tidak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dalam bank syariah terutama pada unsur riba. Tujuan 
dari penggunaan sumber daya tidak lain adalah untuk mendapatkan mardhatillah 
(ridho/ijin Allah). Tujuan dapat dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya 
dengan cara yang dapat membuatnya menjadi rahmatan lil alamin (membawa 
rahmat bagi seluruh isi alam).  
SET mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan 
pertanggungjawaban. Sehingga nilai-nilai keadilan tersebut diharapkan dapat 
melengkapi atau menyempurnakan sistem margin akad murabahah agar sesuai 
dengan prinsip syariah yang sebenarnya.  
Berkaitan dengan pengembangan Bank Syariah selanjutnya, Financing 
Control berpendapat bahwa:  
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Untuk mewujudkan bank syariah agar pure syariah sesuai dengan konsep dan 
prinsip islam maka petinggi bank Indonesia harus membedakan atau 
memisahkan kantor pusat antara bank konvensional dan bank syariah. Sehingga 
dalam penetapan undang-undang dan ketentuan lainnya dapat dijalankan secara 
utuh tanpa terikat pada hukum positif, (wawancara dengan pak Ikhwan selaku 
Financing Control Bank Muamalat pada 06 Desember 2017, Pukul 16:30 
WITA). 
Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan dan mewujudkan 
nilai syariah secara utuh maka pimpinan pusat Bank Indonesia dan Dewan Syariah 
harus memisahkan kantor pusat untuk kedua bank. Sehingga kantor pusat bank 
konvensional dan kantor pusat bank syariah berbeda, dengan kata lain kedua bank 
memiliki kantor masing-masing. Maka dari itu bank syariah bisa fokus menjalankan 
sistem sesuai dengan konsep dan prinsip syariah karena memiliki ketentuan atau 
perundang-undangan sendiri tanpa harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam 
hukum positif yang berlaku pada saat ini.  
Dilihat juga bahwa bank syariah terkendala pada hukum positif yang ada di 
Indonesia sehingga sulit untuk membeli aset secara lansung. Karena Indonesia 
melarang bank untuk terjun pada ekonomi riil. Sementara penentuan margin masih 
berdasarkan perspektif ALCO karena Indonesia masih menganut sistem ekonomi 
moneter.  
Alangkah baiknya jika Tim ALCO tidak berpatokan pada BI rate karena hal 
tersebut dijelaskan dalam hadist bahwa “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, 
yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW menagatakan 
bahwa mereka itu sama (HR.Muslim)”. Selain itu, Bank Syariah juga harus 
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mempertimbangkan kondisi atau keadaan ekonomi nasabah dalam mengembalikan 
angsuran pembiayaan.  
99 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, 
maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Implementasi sistem margin akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia 
dinilai belum menerapkan konsep dan prinsip syariah sepenuhnya. Tim ALCO 
masih berpatokan pada BI (Bank Indonesia) rate sehingga dalam penetapan 
margin masih sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank Indonesia. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bank Muamalat masih mengandung 
unsur riba karena penetapan marginnya berdasarkan pada ALCO yang masih 
berpatokan pada BI rate sebagaimana yang berlaku di bank konvensional yang 
mengandung unsur riba. 
2. Unsur keadilan dari masalah margin tidak sesuai dengan prinsip syariah karena 
ALCO mempunyai tingat patokan. Alangkah baiknya jika Tim ALCO tidak 
berpatokan pada BI rate karena hal tersebut bertentangan pada hadist yang 
menjelaskan bahwa “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang 
memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW menagatakan 
bahwa mereka itu sama (HR.Muslim)”. Selain itu, Bank Syariah juga harus 
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mempertimbangkan kondisi atau keadaan ekonomi nasabah dalam 
mengembalikan angsuran pembiayaan.  
3. SET dianggap sebagai bentuk penunjang perusahaan dalam manjalankan 
aktivitas pembiayaan sesuai dengan konsep dan prinsip syariah yang telah 
ditetapkan.karena mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, 
amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai keadilan tersebut diharapkan dapat 
melengkapi atau menyempurnakan sistem margin akad murabahah agar sesuai 
dengan prinsip syariah yang sebenarnya.  
 
B. Implikasi Penelitian 
 
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas 
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya: 
1. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis penerapan nilai-nilai syariah 
dalam sistem margin akad murābaḥah, sehingga diharapkan agar data-data 
yang terkait dengan sistem margin akad murābaḥah dapat dikaji lebih luas lagi 
untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dipahami. 
2. Informan dari pihak bank dalam penelitian selanjutnya lebih baik jika 
diperbanyak untuk menjamin keakuratan informasi dikarenakan dalam 
penelitian ini pihak bank sangat membatasi dan bersifat tertutup terhadap 
informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.  
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C. Saran 
 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain: 
1. Pihak bank syariah harus terus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang akan 
diterapkannya. Apakah kebijakan yang di ambil telah sesuai dengan hak dan 
kewajiban yang telah diatur dan tidak merugikan pihak-pihak yang terkait serta 
apakah sudah tidak menyalahi nilai-nilai syariah yang ada. 
2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam meneliti dan mengkaji praktek-praktek 
yang dilakukan oleh bank yang mereka awasi, dalam hal ini pada produk 
murābaḥah harus lebih di intensifkan agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan 
oleh pihak bank tidak menyalahi nilai-nilai syariah yang ada. 
3. Nasabah seharusnya mengetahui dan memahami dengan jelas terkait produk 
murābaḥah yang dubutuhkannya sebelum melakukan akad dengan pihak bank 
syariah supaya tidak menimbulkan keraguan di dalamnya. 
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ke SMA Negeri 1 Segeri (2010-2013), kemudian kuliah di Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Jurusan 
Akuntansi (2013). 
Pengalaman Organisasi dimulai menjadi Anggota Karate di SMP. 
Kemudian menjadi pengurus inti OSIS dan Ikatan Remaja Masjid (IRM) di SMA, 
lalu menjadi pengurus HMJ Akuntansi UIN Alauddin Makassar (2013-2014). 
 
